BAB I
LAPORAN AKSI PERUBAHAN
A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.   
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka pelayanan publik yang efektif dan berkualitas merupakan hal yang penting bagi masyarakat terutama di era Society 5.0 saat ini dimana keterbukaaan informasi sedemikian luas dan penerapan teknologi kecerdasan buatan yang semakin berkembang. Selain itu, Pelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik dianggap sebagai salah satu indikator penting dalam penilaian kinerja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. 
Penyelenggaraan pemerintah akan dikatakan baik apabila pelayanan publik yang dilakukan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pelayanan yang baik dan berkualitas akan memberikan kepuasan kepada masyarakat, karena masyarakat menilai kinerja pelayanan yang diberikan secara langsung dan aktual. Pelayanan yang berkualitas tentunya hanya dapat dilakukan oleh aparatur yang memiliki kinerja yang baik meliputi efektivitas, efisien, profesionalisme, dan akuntabilitas dari pelayanan itu sendiri. 
Secara umum, pelayanan administrasi di Indonesia masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dan penyelesaian yang komprehensif dari semua pihak. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya keluhan dan aduan masyarakat baik di media cetak, elektonik, dan media sosial.
Kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi saat ini, menimbulkan beberapa masalah yang selanjutnya penulis menyebut sebagai masalah utama. Bertitik tolak dari kondisi yang nyata, aksi perubahan yang akan di  lakukan oleh Project Leader dengan melakukan perbaikan standar pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi.
Pemerintah telah berupaya melakukan upaya sejumlah perbaikan kualitas layanan dan pendekatan untuk mengatasi masalah ketidakpuasan masyarakat tersebut. Antara lain dengan membentuk Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Ditetapkan bahwa seluruh kecamatan telah menerapkan PATEN selambat-lambatnya pada Tahun 2014. Untuk mensukseskan program PATEN ini, pemerintah juga telah menerbitkan antara lain: Kepmendagri No.138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan PATEN; Surat Edaran Mendagri Nomor 100/121/PUM tanggal 3 Februari 2009 tetang Upaya  Strategis Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah; Surat Edaran Mendagri Nomor : 318/312/PUM tangal 28 Februari 2011 tetang Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); dan Surat Edaran Mendagri Nomor : 138/113/PUM tanggal 13 Januari 2012 tetang Percepatan Penerapan PATEN di daerah. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Pemerintah dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan dengan memberikan delegasi kepada kecamatan. Pendelegasian sebagian wewenang ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota. Pendelegasian dimaksud dilakukan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan. Kemendagri juga telah menerbitkan pedoman lebih terinci untuk pelaksanaan PATEN melalui Kepmendagri Nomor : 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Satu Pintu saat ini di Kecamatan Jakabaring di akui telah berjalan, akan tetapi di dalam pelaksanaannya masih terdapat celah dan penulis beranggapan bahwa sistem ini sudah baik akan tetapi masih memiliki ruang bertumbuh untuk dikembangkan menjadi lebih baik. 
Fakta yang terjadi adalah masyarakat dalam berurusan di Kecamatan tidak melewati paten tetapi masih melalui pihak lain (dalam hal ini oknum pegawai) artinya ada tahapan prosedur pelayanan yang tidak diikuti. Kemudian pelayanan paten hanya ada di tingkat kecamatan belum ada di tingkat kelurahan, sehingga pertemuan antara masyarakat dengan oknum pegawai masih ada dan rentan terjadinya praktek pungutan liar.

Dengan adanya aksi melalui optimalisasi sistem pelayanan terpadu kecamatan ini nantinya diharapkan kualitas pelayanan khususnya di Kecamatan Jakabaring dapat menjadi lebih baik yang ditandai dengan berkurangnya keluhan dan ketidakpuasan masyarakat sebagai salah satu komponen Stakeholders utama.
2. TUJUAN AKSI PERUBAHAN
Tujuan umum disusunnya Rancangan Aksi Perubahan ini adalah untuk memberikan perubahan di Kecamatan Jakabaring khususnya di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Secara bertahap tujuan dari Rancangan Aksi Perubahan ini meliputi 3 (tiga) tujuan yaitu :
1. Jangka Panjang (dilaksanakan dalam waktu 2 – 3 tahun setelah diklat.

2. Jangka Menengah (dilaksanakan dalam waktu 6 bulan sampai 1 (satu) tahun setelah diklat) 

3. Jangka Pendek (dilaksanakan dalam kurun waktu 2 Bulan)
Secara rinci menurut tahapan tujuan dari Rencana Aksi Perubahan ini adalah sebagai berikut :
Tabel 1.1. Tujuan Rencana Aksi Perubahan

	NO
	TAHAPAN
	TUJUAN

	1
	Jangka Panjang
	· Penambahan anggaran pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam bentuk aplikasi melalui APBD Kota Palembang.

· Upaya pengembangan aplikasi Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar dapat diakses secara online oleh pihak eksternal dalam hal ini masyarakat selaku Stakeholders.

	2
	Jangka Menengah
	· Monitoring dan evaluasi ruang pelayanan publik terpadu satu pintu

· Monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

	3
	Jangka Pendek
	· Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan pasti melalui Optimalisasi Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu

· Mewujudkan pelayanan publik terpadu satu yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

· Tertatanya ruang pelayanan publik terpadu satu pintu yang tertib dan nyaman

· Mewujudkan pelayanan publik seperti pelayanan surat keterangan bersih diri, surat nikah (NA), legalisir, surat rekomendasi, surat pengantar ktp-kk dan lain-lain yang bersih, bebas dari pungutan liar


3. MANFAAT AKSI PERUBAHAN
Manfaat dari Aksi Perubahan yang dilakukan adalah sebagai berikut :
a. Manfaat Jangka Pendek
1. Sebagai implementasi aksi perubahan mendukung tugas pokok dan fungsi sebagai Sekretaris Camat Jakabaring Kota Palembang
2. Menjadi inspirasi untuk terus melakukan perubahan guna memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Masyarakat lebih dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya dalam hal pelayanan. 
Pembuatan pelayanan seringkali dimintai pungutan liar oleh oknum pegawai atas nama administrasi dengan besaran bervariasi mulai dari Rp. 20.000,- hingga Rp. 100.000,- per satu layanan administrasi. Ditambah biaya transportasi yang dikeluarkan masyarakat dari rumah menuju kelurahan kemudian ke kecamatan dan kembali lagi ke rumah rata-rata Rp.100.000,- pulang pergi dengan tidak ada jaminan bahwa urusan mereka telah selesai di kantor pelayanan yang dituju. Besaran yang beragam ini diharapkan dapat ditekan dan efisiensi biaya dan waktu bagi masyarakat melalui optimalisasi pelayanan paten di kelurahan.

b. Manfaat Jangka Menengah
1. Percepatan pelayanan administrasi terhadap masyarakat
2. Meningkatkan kinerja aparatur kelurahan dalam memberikan pelayanan publik 
3. Memberikan informasi yang akurat dalam pelayanan publik

4. Memberikan kepastian waktu dan biaya masyrakat

5. Masyarakat mendapatkan kenyamanan di ruang pelayanan
c. Manfaat Jangka Panjang
1. Sebagai perwujudan target-target kinerja yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik dan juga supaya dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Palembang.
2. Menjadi inspirasi untuk OPD lain untuk terus melakukan perubahan guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
3. Membuat standar pelayanan yang lebih baik dan lebih sederhan dengan memangkas prosedur birokrasi.
4. RUANG LINGKUP AKSI PERUBAHAN
Ruang Lingkup laporan aksi perubahan diharapkan yaitu Kecamatan Jakabaring mampu memberikan pelayanan yang optimal dan memenuhi Indeks Kepuasan Masyarakat melalui optimalisasi Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Satu Pintu di kecamatan.  
Untuk lebih jelasnya akan diuraikan melalui tabel berikut ini:
Tabel 1.2. Ruang Lingkup Aksi Perubahan
	No
	KOMPONEN
(5W+1H)
	RUANG LINGKUP

	1
	What
	· Peningkatan Kualitas Pelayanan terhadap masyakarat

	2
	When
	· Terbagi dalam 3 Tahap:

1. Jangka Panjang (>1th)

2. Jangka Menengah (1th)

· Jangka Pendek (Agustus-September 2024)

	3
	Where
	· Lokus Peningkatan Pelayanan : Kecamatan Jakabaring Kota Palembang

	4
	Who
	· Komponen Stakeholders Kecamatan Jakabaring

	5
	Why
	1. Pelayanan merupakan dasar penyelenggaraan Pemerintah

2. Pelayanan yang baik merupakan tujuan Pemerintah

	6
	How
	· Optimalisasi Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Jakabaring


B. ANALISIS MASALAH

1. PROFIL KINERJA ORGANISASI

Kecamatan Jakabaring Kota Palembang merupakan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang dipimpin oleh seorang Camat. Camat memiliki tugas, pokok dan fungsi untuk melaksanakan sebagian kewenangan Walikota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggaraan pemerintahan umum. Camat bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan membawahi kelurahan dan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan. Setiap kelurahan dan desa dipimpin oleh seorang Lurah dan Kepala Desa. Kecamatan Jakabaring Kota Palembang tidak memiliki wilayah desa, hanya memiliki wilayah kelurahan. Kecamatan Jakabaring Palembang membawahi 5 (lima) kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Delapan Ulu

2. Kelurahan Sembilan-Sepuluh Ulu

3. Kelurahan Limabelas Ulu

4. Kelurahan Tuan Kentang

5. Kelurahan Silaberanti
Secara Geografis, Kecamatan Jakabaring Kota Palembang berbatasan dengan:

· Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Seberang Ulu Satu dan Sungai Musi
· Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Seberang Ulu Dua, Kecamatan Plaju dan Kabupaten Banyuasin
· Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin
· Sebelah barat berbatasan dengan Sungai Ogan dan Kabupaten Ogan Ilir
Jumlah penduduk Kecamatan Jakabaring Kota Palembang sampai dengan Desember 2023 sebanyak 92.469 jiwa, yang terdiri dari:
1. Laki-laki sebanyak 46.521 jiwa

2. Perempuan sebanyak 45.948 jiwa

3. Jumlah RT. 215 dan Jumlah RW. 45
Fungsi utama kecamatan adalah pelayanan umum kepada masyarakat. Bentuk pelayanan umum di Kecamatan Jakabaring antara lain Pengurusan KTP, Kartu Keluarga (KK), Surat Pengantar SKCK, Surat Keterangan Pindah Penduduk, Surat Keterangan Domisili Usaha dan bentuk pelayanan lainnya yang bisa dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 1.3. Jenis Pelayanan Kecamatan Jakabaring

	NO
	JENIS PELAYANAN
	TARGET WAKTU PENYELESAIAN

	1
	KTP Baru / Perpanjangan
	5 hari

	2
	Kartu Keluarga (KK)
	5 hari

	3
	Surat Pindah Kecamatan
	30 menit

	4
	Kartu Pencari kerja
	30 menit

	5
	Surat Keterangan Ahli Waris
	1 hari

	6
	Surat Keterangan Domisili Usaha
	30 menit

	7
	Dispensasi Nikah
	1 hari

	8
	Surat Keterangan Bersih Diri
	30 menit

	9
	Surat Keterangan Tidak Mampu
	30 menit

	10
	Lain-lain
	Taksiran


Salah satu sasaran strategis Kecamatan Jakabaring adalah meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat yang baik dan efisien dan indikator kerja dari sasaran ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat. Indeks Kepuasan Masyaraat (IKM) ini diperoleh dari pengukuran terhadap kualitas 14 unsur pelayanan sesuai dengan Keputusan Menpan Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004, dengan menggunakan kuisioner yang diberikan ke 150 responden. Indikator yang menjadi penilaian terhadap penilaian terhadap pelayanan publik terkait IKM sebagai berikut: 
1. Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan; 

2. Tata cara/prosedur pelayanan yang diberikan; 

3. Ketepatan pelaksanaan layanan dengan waktu penyelesaian layanan;

4. Kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang ditetapkan; 

5. Hasil pelayanan yang diberikan / produk layanan yang diterima; 

6. Kemampuan dan kompetensi petugas dalam memberikan layanan; 

7. Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan layanan; 

8. Janji/maklumat pelayanan dan diinformasikan; 

9. Fungsi pengaduan atau komplai layanan yang berjalan baik; 

10. Fungsi pengaduan komplain yang disediakan di unit pelayanan; 

11. Ketersediaan fasilitas / sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus; 

12. Tata tertib pelayanan; 

13. Kenyamanan di lingkungan unit pelayanan; 

14. Keamanan pelayanan di unit pelayanan

2. ANALISIS MASALAH KINERJA ORGANISASI
 2.1. IDENTIFIKASI MASALAH
Tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat banyak permasalahan di lapangan terkait pelayanan. Akan tetapi dari keseluruhan permasalahan tersebut, maka diambil beberapa permasalahan berdasarkan asumsi awal yang di percaya memiliki dampak yang lebih tinggi di banding permasalahan lain agar tidak meluas dan multitafsir. Asumsi ini kemudian akan dipecah dan dianalisa lebih dalam melalui tools analisis APKL untuk menganalisis ketepatan dan menetapkan kualitas isu dengan memperhatikan tingkat aktual, problematik, kekhalayakan dan layak dari isu-isu yang ditemukan di lingkungan unit kerja. Setelah diperoleh isu hasil analisis APKL, maka isu yang dipilih akan divalidasi melalui analisis USG untuk menentukan isu prioritas utama yang selanjutnya akan diidentifikasi akar permasalahannya melalui diagram fishbone.
Berdasarkan hasil observasi di lapangan serta ditunjang oleh data yang ada, maka permasalahan pelayanan di Kecamatan Jakabaring dapat diidentifikasi sebagai berikut:

3. Sarana Prasarana yang belum memadai

Kecamatan Jakabaring merupakan kecamatan yang baru dimekarkan pada Tahun 2018 di Kota Palembang. Saat ini Kecamatan Jakabaring baru saja merampungkan pembangunan gedung kantornya dan telah menempati gedung baru. Meski demikian, masih terdapat kekurangan dari segi sarana dan prasarana. Hingga kini pemenuhan fasilitas sarana prasarana masih dilakukan secara bertahap karena terkait dengan ketersediaan anggaran.

4. Jaringan Wifi Kecamatan yang tidak stabil

Dukungan jaringan wifi yang cepat dan stabil merupakan hal penting dalam penyelenggaraan pelayanan. Seringkali pelayanan menjadi terhambat akibat jaringan wifi yang tidak memadai atau kualitas sinyal lemah sehingga pelayanan tertunda dan tidak tepat waktu.
5. Jumlah tenaga aparatur masih kurang baik di Kecamatan maupun di Kelurahan
Masih banyak terdapat pegawai yang rangkap jabatan dan seringkali di kelurahan satu beberapa beban kerja dipegang oleh satu orang ASN. Berikut data yang diperoleh berdasarkan kebutuhan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab ABK) Tahun 2024 di Kecamatan Jakabaring.
Tabel 1.4. Kebutuhan Tenaga Aparatur Di Kecamatan Jakabaring
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Sumber: Anjab ABK Kecamatan Jakabaring 2024
Dari tabel tersebut di atas, dapat kita lihat bahwa Kecamatan Jakabaring masih memerlukan sekitar 94 pegawai lagi untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik.
6. Tingkat Motivasi Pegawai yang masih rendah

Meskipun tingkat kesejahteraan pegawai sudah sangat baik, akan tetapi masih ditemukan rendahnya tingkat motivasi pegawai. Sejumlah pegawai sering ditemukan tidak berada di tempat pada saat jam kerja serta kehadiran pegawai yang tidak tepat waktu.

7. Keluhan terkait pungli di Kecamatan dan Kelurahan

Masih adanya keluhan di masyarakat terkait pungli yang dilakukan oleh oknum pegawai. Umumnya keluhan tersebut pada kepengurusan administrasi surat waris, surat keterangan serta surat adminitrasi lainnya termasuk program bantuan sosial lainnya.

8. Pegawai yang dianggap tidak profesional dalam melayani masyarakat

Adanya sejumlah keluhan masyarakat bahwa cara pegawai di dalam melayani masyarakat tidak ramah, bahkan terkesan menghambat dan mempersulit masyarakat. Bahkan terdapat keluhan bahwa pegawai melayani masyarakat sambil melihat handphone.
Berdasarkan kondisi saat ini yang ada maka diperoleh identifkasi permasalahan di Kecamatan Jakabaring sebagai berikut:

1. Masih terdapat kekurangan dalam hal sarana prasarana Kantor Camat, sehingga diyakini berpengaruh pada kualitas pelayanan

2. Kurang optimalnya jaringan wifi Kecamatan

3. Kurangnya jumlah tenaga aparatur baik di kecamatan maupun di kelurahan

4. Rendahnya tingkat motivasi pegawai 

5. Keluhan terkait pungli

6. Pegawai yang dianggap tidak profesional
2.2. ANALISIS TAPISAN ISU

Berdasarkan isu aktual yang telah teridentifikasi, selanjutnya dilakukan proses validasi pemilihan isu dengan analisis kriteria Aktual, Problematik, Kekhalayakan dan Kelayakan (APKL). Teknik APKL yang dibuat adalah teknik yang digunakan untuk menentukan kelayakan suatu masalah dengan memperhatikan 4 (empat) faktor, yaitu:
a. Aktual (A), yaitu isu tersebut masih dibicarakan atau belum terselesaikan hingga masa sekarang;
b. Problematik (P), yaitu isu yang menyimpang dari harapan standar, ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya;
c. Kekhalayakan (K), yaitu isu yang diangkat secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak dan bukan hanya untuk kepentingan seseorang atau sekelompok kecil orang;
d. Layak (L), yaitu isu yang masuk akal (logis), pantas, realistis dan dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, wewenang dan tanggung jawab hingga akhirnya diangkat menjadi isu yang prioritas, serta relevan untuk dicarikan solusinya.
Tabel 1.5. Parameter APKL

	No
	INDIKATOR
	KETERANGAN

	1
	Aktual (A)
	Isu yang sering terjadi atau dalam proses kejadian sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat.

	2
	Problematik (P)
	Isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya

	3
	Kekhalayakan (K)
	Isu yang secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak

	4
	Layak (L)
	Isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya


Berikut ini beberapa isu yang ada pada Kecamatan Jakabaring, yang akan ditentukan kelayakannya menggunakan metode APKL, untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut ini:
Tabel 1.6. Penetapan Isu dengan Metode APKL

	NO
	MASALAH
	KRITERIA
	KETERANGAN

	
	
	A
	P
	K
	L
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Sarana Prasarana belum memadai
	√
	√
	√
	√
	Memenuhi Syarat

	2
	Kurang optimalnya jaringan wifi Kecamatan
	√
	√
	-
	√
	Tidak Memenuhi Syarat

	3
	Kurangnya jumlah tenaga aparatur
	√
	√
	√
	√
	Memenuhi Syarat

	4
	Rendahnya tingkat motivasi pegawai 
	√
	√
	√
	√
	Memenuhi Syarat

	5
	Keluhan terkait pungli
	√
	√
	√
	√
	Memenuhi Syarat

	6
	Pegawai yang tidak profesional
	√
	√
	√
	√
	Memenuhi Syarat


Berdasarkan Analisis APKL di atas maka diperoleh 5 isu yang layak dan memenuhi syarat karena telah memenuhi seluruh faktor APKL. Sedangkan untuk isu yang tidak memenuhi syarat yaitu, “kurang optimalnya jaringan wifi kecamatan” tidak masuk pada Faktor Kekhalayakan karena masyarakat tidak/belum memerlukan layanan wifi kecamatan meskipun jaringan wifi yang cepat diperlukan oleh Kecamatan Jakabaring itu sendiri.
Selanjutnya, untuk menentukan prioritas masalah, maka digunakan Analisis USG (Urgency,Seriousness,Growth) sehingga dapat diputuskan isu mana yang memiliki skala prioritas paling tinggi untuk segera diselesaikan.
Adapun kriteria USG dijelaskan sebagai berikut: 
1. Urgency: Berarti seberapa mendesaknya masalah tersebut untuk diselesaikan berkaitan dengan dimensi waktu;
2. Seriousness: Mengacu pada penyelesaian masalah dikaitkan dengan akibat, bisa menimbulkan masalah baru; dan 
3. Growth: Berkaitan dengan kemungkinan berkembang memburuk kalau tidak diselesaikan.
Tabel. 1.7. Teknik USG
	No
	ISU
	Kriteria
	Prioritas
	RANKING

	
	
	U
	S
	G
	
	

	1
	Sarana Prasarana belum memadai
	4
	2
	3
	9
	V

	2
	Kurangnya jumlah tenaga aparatur
	5
	3
	5
	13
	IV

	3
	Rendahnya tingkat motivasi pegawai 
	5
	4
	4
	13
	II

	4
	Keluhan terkait pungli
	4
	5
	5
	14
	I

	5
	Pegawai yang tidak profesional
	4
	4
	5
	13
	III


Keterangan: 
U= Urgency; S=Seriousness; G= Growth. 

Interval penentuan prioritas: 
Urgency (U)
Seriousness (S)
Growth (G)


5 = Sangat Mendesak
5 = Sangat Gawat
5 = Sangat Berdampak

4 = Mendesak
4 = Gawat
4 = Berdampak

3 = Cukup Mendesak
3 = Cukup Gawat
3 = Cukup Berdampak

2 = Tidak Mendesak
2 = Tidak Gawat
2 = Tidak Berdampak

1 = Sangat Tidak Mendesak
1 = Sangat Tidak Gawat
1= Sangat Tidak Berdampak

Berdasarkan hasil analisis menggunakan teknik USG, diperoleh isu paling prioritas yaitu “Keluhan terkait pungli”. Isu ini menjadi lebih prioritas dibandingkan isu lainnya yaitu kurangnya jumlah tenaga aparatur, rendahnya tingkat motivasi pegawai, serta pegawai yang dianggap tidak profesional yang mencapai skor yang sama yaitu 13 (tigabelas).

2.3. ANALISIS AKAR MASALAH (LINGSTRA)
Dari hasil analisis tapisan isu tersebut di atas, terhadap isu prioritas yaitu “Keluhan terkait pungli” kemudian di analisis lagi lebih dalam untuk mengetahui akar masalah dengan menggunakan diagram fishbone sebagaimana di bawah ini:
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Gambar 1. Diagram Fishbone
Berdasarkan hasil analisis dengan diagram fishbone tersebut di atas menunjukan bahwa akar permasalahan dari pungli pelayanan dapat diakibatkan oleh 4 (empat) faktor yaitu; MAN, MATERIAL, METHOD, dan ENVIRONMENT. Dengan mengidentifikasi akar permasalahan ini, diharapkan Kecamatan Jakabaring dapat mengambil langkah- langkah strategis untuk mengatasi isu terkait keluhan terhadap pungli pelayanan.
2.4. DAMPAK MASALAH
Pungli dalam pelayanan akan memberikan permasalahan seriusyang sangat berdampak apabila tidak segera diselesaikan. Dampak tersebut diyakini yaitu:
1. Berpotensi menjadi budaya organisasi yang negatif. Apabila pungli sudah berakar dan menjadi budaya maka proses perbaikan dan reformasi birokrasi yang dilakukan akan semakin sulit. Upaya Pemerintah menggalakkan ASN Ber-AKHLAK hanya sebatas retorika dan sia-sia;
2. Berpengaruh negatif pada moral dan etika kerja. Mental ASN akan terbentuk dan terbiasa dengan praktik manipulasi, korupsi dan kolusi. ASN yang akan menjadi pemimpin negara di masa depan akan membawa negara ini ke jurang kehancuran yang semakin dalam apabila pikirannya terkontaminasi dan dipenuhi oleh mental  “wani piro”;
3. Penurunan reputasi dan integritas ASN. Pungli merusak reputasi individu ASN dan merusak citra seluruh institusi. ASN yang terlibat dalam pungli bisa kehilangan kepercayaan dari masyarakat, serta dianggap tidak memiliki integritas;
4. Penurunan kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi. Pungli akan mengikis trust (kepercayaan) dari masyarakat ketika masyarakat melihat bahwa adanya ketidakadilan sosial dan asumsi bahwa pemerintah bisa dibeli dengan uang.
C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

1. TEROBOSAN / INOVASI

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan melalui analisis akar masalah (lingstra) dengan menggunakan tools Diagram Fishbone maka untuk memudahkan akan diuraikan ke dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 1.8. Analisis Diagram Fishbone

	No
	FAKTOR
	KETERANGAN

	1
	MAN
	1. Mental Aparat pegawai yang tidak pernah cukup (internal)

2. Kurangnya kesadaran sebagai manusia Pancasila (internal)

	2
	MATERIAL
	1. Faktor gaji pegawai yang sudah habis (internal)
2. Iming-iming dan desakan oknum masyarakat (eksternal)
3. Kebutuhan hidup yang terus meningkat (eksternal)

	3
	METHOD
	1. Sistem yang perlu diperbaiki (eksternal)
2. Tidak maksimalnya penerapan sistem online (eksternal)

	4
	ENVIRONMENT
	1. Adanya peluang praktek pungli (eksternal)
2. Lingkungan yang mendukung (eksternal)


Dari analisis diagram fishbone tersebut di atas, maka pungli terjadi akibat dua hal, yaitu:

1. Faktor Internal

2. Faktor Eksternal

Untuk mengantisipasi hal tersebut maka diperlukan tindakan, langkah strategis yaitu pemanfaatan sumber daya yang ada. Adapun strategi yang dapat di ambil yaitu melalui Optimalisasi Pelayanan Administrasi Satu Pintu Kecamatan Jakabaring.

Diharapkan dengan optimalisasi Pelayanan Administrasi Satu Pintu dapat mengurangi dampak motivasi secara internal maupun tekanan secara eksternal.
2. TAHAPAN KEGIATAN AKSI PERUBAHAN
Tahapan (Milestone) atau tolak ukur waktu yang menggambarkan rincian kegiatan dalam pembuatan aksi perubahan digunakan untuk memberi tanda jadwal waktu mulai atau selesai suatu kejadian yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang umumnya disusun sebagai bagian dari rencana strategi.
Tahapan (Milestone) dalam hal ini berbeda dengan jadwal karena Milestone tidak terbatas hanya membuat rencana waktu kerja, tetapi ada target yang perlu diselesaikan. Artinya, Milestone mengandung manajemen sumberdaya yang diperlukan. Milestone merupakan landasan untuk mengidentifikasi segmen kerja utama dan tanggal akhir sehingga dapat digunakan sebagai titik pengendalian alami dan penting dalam aksi.
Berikut langkah yang akan di ambil terkait Man, Material, Method, dan Environment.
Tabel 1.9. Sasaran Kegiatan

	No
	FAKTOR
	KETERANGAN

	1
	MAN
	1. Memberikan arahan, pendekatan dan strategi komunikasi efektif kepada seluruh pegawai baik ASN dan Non ASND;
2. Memberikan contoh, dan model kepemimpinan yang baik;

3. Mengadakan program pengajian rutin setiap jumat untuk memberikan edukasi rohani kepada seluruh pegawai kecamatan;

4. Menggalakkan donasi Jumat Berbagi, agar seluruh pegawai dapat kembali merasakan kepedulian terhadap sesama

	2
	MATERIAL
	1. Memberikan pengertian kepada masyarakat agar mengurus administrasi jauh hari melalui kesempatan pertemuan dengan masyarakat; 
2. Sosialisasi Pelayanan Satu Pintu kepada masyarakat;

	No
	FAKTOR
	KETERANGAN

	3
	METHOD
	1. Evaluasi “Man on the Right Place” yaitu pemilihan dan penempatan personel pegawai yang dinilai baik untuk duduk di meja pelayanan;

2. Membentuk layanan aduan hotline, tujuannya agar masyarakat dapat memberikan evaluasi serta adanya timbal-balik (feedback) dari masyarakat;

3. Berkoordinasi dengan OPD terkait untuk pelayanan berbasis online

	4
	ENVIRONMENT
	1. Optimalisasi pelaksanaan Pelayanan Satu Pintu untuk mengurangi celah pertemuan masyarakat dengan petugas kecamatan dan kelurahan;

2. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat melalui Reward and Punishment dimana pegawai yang ketahuan melakukan pungli akan diberi sanksi tegas dan pegawai yang memiliki prestasi dan kinerja baik akan diberi penghargaan yang sesuai.


Sasaran dan langkah yang akan di ambil tersebut kemudian diterapkan kedalam roadmap atau Milestone sebagaimana di bawah ini:
Tabel 1.10. Milestone Aksi Perubahan
	No
	URAIAN KEGIATAN DAN PENTAHAPAN KEGIATAN
	WAKTU
	OUTPUT

	A.  JANGKA PENDEK

	1
	Koordinasi dengan Coach
	Juli 2024
	Gagasan Aksi Perubahan

	2
	Koordinasi dengan Mentor 
	Agt 2024
	Dukungan dan arahan

	3
	Membuat Surat Undangan Rapat
	Agt 2024
	Tertib Adm. Koordinasi

	4
	Rapat membentuk Tim Kerja
	Agt 2024
	Penyamaan Sudut Pandang

	5
	Rapat Kerja sekaligus Evaluasi SOP Pelayanan Terpadu
	Agt 2024
	Evaluasi dan Identifikasi 

	6
	Koordinasi dengan Lurah dan Kasi
	Agt 2024
	Kesepakatan dan kerjasama

	7
	Sosialisasi ke Rt/Rw
	Sep 2024
	Penyampaian Informasi

	8
	Aktualisasi Pelayanan Bebas Pungli 
	Sep 2024
	Evaluasi Pelaksanaan Optimalisasi Bebas Pungli

	B. JANGKA MENENGAH

	1
	Motivasi Pimpinan
	Apel Pagi/

Rapat
	Proses penumbuhan kesadaran pegawai

	2
	Hotline Service
	Okt 2024
	Feedback masyarakat

	3
	Program Jumat Berbagi
	Okt 2024
	Edukasi Rohani dan kepedulian

	4
	Deklarasi Bebas Pungli
	Okt 2024
	Partisipasi Masyarakat

	C. JANGKA PANJANG

	1
	Program Jumat Mengaji
	Okt 2024
	Edukasi Rohani

	2
	Koordinasi dengan Mentor (Mohon dukungan & arahan)
	Nop 2024
	Masukan, evaluasi dan saran

	3
	Evaluasi GAS PIJAR
	Nopr 2024
	Evaluasi proyek perubahan

	4
	Pengembangan Aplikasi PATEN
	2025
	Pemanfaatan Teknologi Digital

	5
	Optimalisasi PATEN Kelurahan
	2025
	Standar Kinerja Pelayanan


3. SUMBER DAYA
3.1. Identifikasi Sumber Daya
Hasil identifikasi terhadap sumber daya yang ada diperoleh bahwa terdapat 2 (dua) hal, yaitu:

1. Stakeholders Internal

2. Stakeholders Eksternal
Tabel 1.11. Identifikasi Stakeholders
	STAKEHOLDERS INTERNAL
	STAKEHOLDERS EKSTERNAL

	1. Camat

2. Lurah

3. Kasi Kecamatan

4. Seluruh ASN Kecamatan dan Kelurahan

5. Seluruh Non ASN Kecamatan dan Kelurahan
	1. Dukcapil Kota Palembang

2. DPMPTSP Kota Palembang

3. Masyarakat Kec. Jakabaring


3.2. PETA STAKEHOLDERS
Untuk mendukung keberhasilan proyek perubahan, tidak lepas dari peran para Stakeholders, sehingga perlu menggunakan strategi yang tepat untuk bisa mempengaruhi agar memberikan dukungan terhadap proyek perubahan. 
Berikut pemetaan pengaruh dan kepentingan Stakeholders sebagaimana yang tergambar dalam Tabel Kuadran Stakeholders di bawah ini :
Tabel 1.12. Kuadran Stakeholders
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Tabel 3.5. Kuadran Stakeholders
3.3. STRATEGI KOMUNIKASI

Strategi komunikasi yang dilakukan sesuai dengan kuadran Stakeholders :

A. PROMOTOR
Merupakan Stakeholders utama karena memiliki pengaruh yang tinggi serta memiliki kepentingan yang tinggi terhadap proyek perubahan. Strategi komunikasi yang dilakukan terhadap kelompok kuadran ini adalah menggunakan metode konsultasi, penyampaian informasi / laporan secara langsung, penjelasan terkait manfaat proyek perubahan, koordinasi, diskusi, secara intens dan komprehensif
B. DEFENDER
Merupakan Stakeholders yang memiliki pengaruh rendah tetapi memiliki kepentingan yang tinggi terhadap proyek perubahan. Strategi komunikasi yang dilakukan terhadap kelompok kuadran ini adalah menggunakan metode sosialisasi, rapat koordinasi, diskusi, memberikan informasi yang dapat mempengaruhi, agar bisa memberikan dukungan sepenuhnya. Hal ini dilakukan pada Stakeholders internal Kecamatan Jakabaring, antara lain Kepala Seksi, Lurah, dan seluruh ASN Kecamatan dan Kelurahan Jakabaring serta seluruh pegawai non ASND Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Jakabaring.

C. LATENS
Merupakan Stakeholders yang memiliki pengaruh tinggi tetapi memiliki kepentingan kurang terhadap proyek perubahan. Strategi komunikasi yang dilakukan terhadap kelompok kuadran ini adalah menggunakan metode informatif (penjelasan), koordinasi, serta komunikasi, sehingga proyek perubahan dapat diterima dan didukung tanpa ada pertentangan. Metode ini dilakukan kepada OPD terkait.

D. APATHETIC
Merupakan Stakeholders yang memiliki pengaruh kurang / rendah dan memiliki kepentingan kurang/rendah juga terhadap proyek perubahan. Strategi komunikasi yang dilakukan terhadap kelompok kuadran ini adalah menggunakan metode sosialisasi, pemberian informasi yang informatif dan persuatif, penjelasan sehingga kolompok Stakeholders pada kuadran ini diharapkan dapat memberikan dukungan dan perhatian terhadap proyek perubahan. Beberapa Stakeholders yang dipengaruhi adalah Masyarakat, Media masa, LSM, dan elemen masyarakat lainnya.
Tabel 1.13. Strategi Komunikasi Stakeholders
	PROMOTOR

Strategi yang dilakukan terhadap kelompok Promotor adalah menggunakan metode konsultasi, penyampaian informasi / laporan secara langsung, penjelasan, koordinasi, diskusi, secara intens dan komprehensif

	· Camat
	Laporan langsung; penjelasan;

konsultasi; diskusi; melaporkan proses

pelaksanaan proyek perubahan secara

berkesinambungan

	DEFENDER

Strategi komunikasi yang digunakan untuk Stakeholders kategori Defender adalah berupa sosialisasi, rapat koordinasi, diskusi, memberikan informasi yang dapat mempengaruhi, agar bisa memberikan dukungan sepenuhnya

	· Lurah

· Kasi Kecamatan

· ASN Kecamatan dan Kelurahan

· Non ASN Kecamatan dan Kelurahan
	Sosialisasi; rapat koordinasi; diskusi; pemberian informasi

	LATENS

Strategi komunikasi yang digunakan untuk Stakeholders kategori Latens adalah berupa metode informatif (penjelasan), koordinasi, serta komunikasi, sehingga proyek perubahan dapat diterima dan didukung tanpa ada pertentangan

	PD terkait:

· Dukcapil Kota Palembang

· DPMPTSP Kota Palembang


	Metode informatif (penjelasan); koordinasi; serta komunikasi


	APATHETIC

Strategi komunikasi yang dibutuhkan oleh Stakeholders kategori Apathetic adalah berupa sosialisasi, pemberian informasi yang informatif dan persuasif, penjelasan sehingga kolompok Stakeholders pada kuadran ini diharapkan dapat memberikan dukungan dan perhatian terhadap proyek perubahan

	· Masyarakat Kecamatan Jakabaring
· Masyarakat (Ketua Rt/RW)

· Media Sosial
	Metode sosialisasi; pemberian informasi yang informatif dan persuasif; penjelasan secara detail dan menyeluruh; dan keterbukaan informasi


3.4. PEMANFAATAN IT

Salah satu upaya untuk mengurangi pungli di masyarakat adalah meminimalisir sentuhan langsung antara aparatur pelayan dengan masyarakat. Untuk itu kedepannya dapat dibangun sistem elektronik sehingga masyarakat tidak perlu lagi hadir secara fisik di kantor camat dan lurah.
3.5. MEMBANGUN TIM EFEKTIF
3.5.1. Struktur Organisasi Pelaksana Dan Tim Efektif 
Dalam melaksanakan proyek perubahan, dibentuk tim kerja / tim efektif yang membantu pelaksanaan setiap tahapan yang dibuat sampai selesai. Pembentukan tim efektif diperlukan agar pelaksanaan aksi perubahan dapat berjalan dengan efektif, tercipta ide-ide kreatif untuk memecahkan masalah serta membangun kepercayaan, semangat dan komunikasi yang baik untuk meningkatkan produktifitas dan kreatifitas dalam penyelesaian masalah dan meningkatkan kualitas penyelesaian masalah.
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Gambar 2. Struktur Organisasi Tim Efektif Proyek Perubahan

Keterangan :

a. Mentor yaitu Drs. Rachmat Maulana, Camat Jakabaring

b. Project Leader yaitu Sekretaris Camat Jakabaring

c. Coach yaitu Dra. Ratna Hustati, M.Si, Widyaiswara dari BPSDMD Prop. Sumatera Selatan.

d. Tim Administrasi adalah tim yang dibentuk dari pegawai Kecamatan Jakabaring yang menangani tentang administrasi dalam proyek perubahan.

e. Tim Teknis adalah tim yang melaksanakan optimalisasi pelayanan administrasi terpadu satu pintu.

f. Tim Monitoring adalah tim yang akan bertugas mengawal monitoring dan evaluasi kegiatan proyek perubahan

4. MANAJEMEN RISIKO
Manajemen resiko adalah suatu pendekatan terstruktur/metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman manajemen resiko merupana suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian resiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi resiko dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Di dalamnya terdapat kegiatan identifikasi potensi masalah, strategi menangani masalah dan faktor kunci keberhasilan kegiatan.
Dalam pelaksanaan aksi perubahan ini keterlibatan seluruh Stakeholders terkait dan terlibat pada pelaksanaan aksi perubahan diharapkan mampu menumbuhkan sikap positif dan motivasi dalam mewujudkan pelayananan terpadu satu pintu dan pemanfaatan aplikasi Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan pemanfaatan teknologi informasi secara baik dan tepat dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat di Kecamatan Jakabaring Kota Palembang.

Resiko utama yang potensial dihadapi pada kurun waktu 2 (dua) bulan ke depan dalam menjalankan aksi perubahan adalah pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Walikota Palembang. Hal ini beresiko menurunkan kualitas komunikasi dan koordinasi serta kendala pemahaman substansi karena keterbatasan waktu dan ruang untuk menjelaskan dan mendapatkan dukungan  dari  mentor, Tim Kerja dan seluruh Stakeholders sehingga menghambat pencapaian output dimana perhatian penuh Pemerintah akan terfokus pada penyuksesan pemilihan kepala daerah Tahun 2024. Jika tidak segera ditindaklanjuti maka Aksi Perubahan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal rencana pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Untuk mengatasi hal tersebut di atas perlu dimitigasi dengan beberapa upaya, seperti :

a. Perencanaan strategis tahapan pelaksanaan aksi perubahan

b. Melakukan pertemuan atau rapat menggunakan fasilitas rapat dalam jaringan (daring)

c. Terjalinnya koordinasi yang efektif antara Project Leader dengan Mentor, Coach, Tim Kerja dan Seluruh Stakeholders.

d. Kerjasama Tim Kerja yang baik dan efektif.

e. Keselarasan dan kesesuaian pola pikir serta pemahaman mengenai maksud dan tujuan aksi perubahan.

f. Melakukan komunikasi efektif baik melalui telepon, media sosial atau telekonferensi untuk berkoordinasi, berkonsultasi, berdiskusi, dll.
g. serta komunikasi yang efektif serta sosialisasi program merupakan solusi untuk keselarasan dan implementasi pelaksanaan aksi perubahan.

Manajemen resiko terhadap aksi perubahan akan dirangkum pada penjelasan Tabel 3.7 di bawah ini.
Tabel 1.14. Tabel Risk Register
	Sebab 

(Fakta atau kondisi)
	Resiko (Ketidakpastian)
	Kegiatan yang dilakukan dalam mengatasi resiko

	Pelaksanaan Pemilukada di Kota Palembang
	Berkurangnya fokus aparatur terhadap pelayanan
	Komunikasi efektif dan intens serta komitmen bersama terhadap tujuan perubahan

	Masih minimnya pengetahuan dan pemahaman tim kerja Stakeholders terkait pelaksanaan aksi perubahan

	Tidak adanya sosialisasi dan fasilitasi tentang pemahaman terkait pelaksanaan aksi perubahan
	Pelaksanaan secara intens dan langsung ke pokok masalah terkait pemahaman bagaimana melaksanakan aksi perubahan yaitu pada penguatan Pelayanan terpadu satu pintu dan pemanfaatan aplikasi Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kec Jakabaring.

	Sebab 

(Fakta atau kondisi)
	Resiko (Ketidakpastian)
	Kegiatan yang dilakukan dalam mengatasi resiko

	Sulitnya koordinasi dengan Stakeholders dalam pelaksanaan aksi perubahan 


	Stakeholders bersikap acuh dan hanya menunggu adanya perintah langsung dari Pemerintah Kota Palembang terkait Pelayanan terpadu satu pintu dan pemanfaatan aplikasi  di Kecamatan Jakabaring

	Komunikasi dan koordinasi secara efektif dan terus-menerus kepada Stakeholders mengenai peningkatan Pelayanan terpadu satu pintu dan pemanfaatan aplikasi Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu. di Kecamatan Jakabaring.

	Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi khususnya pada pemanfaatan Pelayanan terpadu satu pintu dan pemanfaatan aplikasi Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu. di Kecamatan Jakabaring.
	Belum siapnya fasilitas Pelayanan terpadu satu pintu dan aplikasi Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu. di Kecamatan Jakabaring
	Menyiapkan kebutuhan SDM IT yang kompeten yang dilengkapi dengan sarpras IT yang memadai dalam pelaksanaan aksi perubahan



5. STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI DALAM AKSI PERUBAHAN
Dari hasil identifikasi Stakeholders (pemetaan Stakeholders) dan jejaring kerja kemudian dapat disusun rencana strategi pengembangan kompetensi dalam Aksi Perubahan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :
Tabel 1.15. Strategi Pengembangan Kompetensi
	No
	Pihak Terdampak

AKSI PERUBAHAN
	Kompetensi yang

Dibutuhkan
	Cara Pengembangan Kompetensi

(klasikal/non klasikal)

	1
	Project Leader
	Kepemimpinan Transformasional
	Bimtek Klasikal

	
	
	Kemampuan dalam pengambilan keputusan
	Bimtek Klasikal

	
	
	Strategi komunikasi Organisasi
	Bimtek Klasikal

	
	
	Kemampuan dalam kerjasama eksternal
	Bimtek Klasikal

	
	
	Kemampuan dalam penguasaan teknologi
	Kursus Digital


	2
	Petugas Pelayanan


	Seni Komunikasi Publik
	Kursus Public Speaking

	
	
	Penguasaan materi
	In House Training

	
	
	Kepribadian Orientasi Pelanggan
	Kursus Kepribadian

	3
	Masyarakat

	Pemahaman Prosedur
	Sosialisasi Tutorial


D. PEMETAAN SIKAP PERILAKU KEPEMIMPINAN DAN RENSTRA PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

1. HASIL PEMETAAN

Potensi diri merupakan kemampuan, kekuatan baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud yang dimiliki oleh seseorang tatapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang. Kesimpulan mengembangkan potensi diri adalah bahwa kita harus memperlihatkan kemampuan kita yang bisa kita miliki untuk menunjukkan kepada orang sekitar.
Dalam rangka menjaring profil sederhana yang menggambarkan aspek sikap dan perilaku kepemimpinan (manajerial) peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), maka perlu dilakukan pemetaan (asesmen) yang sifatnya praktis dan mudah dipahami dalam pelaksanaannya. Model asesmen yang menggunakan perceptual judgement (berbasis persepsi) terhadap perilaku-perilaku praktis seseorang di lingkungan kerja menjadi salah satu alternatif pendekatannya. Kuesioner yang sifatnya sederhana, yang memadukan persepsi penilaian dari peserta pelatihan (self assessment) serta pihak lain yakni atasan (mentor) menjadi salah satu bentuk mekanisme penilaian perspektif tersebut.
Pemetaan sikap dan perilaku peserta pelatihan kepemimpinan dilakukan bersama oleh peserta dan mentor. Peserta melakukan self assessment (penilaian mandiri) dan dengan instrumen yang sama mentor juga melakukan asesmen kepada peserta. Dalam hal ini, pada tahap mentoring, mentor melakukan penilaian sikap perilaku kepemimpinan peserta pelatihan dan kemudian mensepakati hasil penilaian sikap perilaku kepemimpinan bersama dengan peserta. Kesepakatan penilaian ini menjadi bagian dalam mentoring untuk melakukan intervensi dalam bentuk penetapan strategi pengembangan potensi diri. 
Mentor melakukan monitoring pelaksanaan strategi ini sehingga pengembangan potensi diri peserta dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan aksi perubahan. Mentor juga melakukan penilaian baik pada tahapan pemetaan maupun pada pelaksanaan strategi pengembangan diri/potensi diri peserta. Sementara itu, kesenjangan kompetensi merupakan celah antara kompetensi yang tersedia dengan kompetensi yang dibutuhkan, sehingga bisa dianalisis kesenjangan kompetensi yang terjadi pada aksi perubahan.
Profil karakter kepemimpinan, yang ditujukan sebagai salah satu basis data dalam menetapkan pendekatan (intervensi) pengembangan kompetensi, mengacu pada standar kompetensi yang selaras dengan aspek-aspek kompetensi dalam proses pengembangan kompetensi. Dalam hal ini, hal tersebut terangkum dalam Permen PAN & RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang dijadikan referensi utama, disamping pendalaman mengenai aspek penilaian sikap dan perilaku yang selama ini diterapkan di proses pelatihan kepemimpinan. Terdapat 3 (tiga) kompetensi inti yang dipandang sebagai kompetensi yang sifatnya meta-kompetensi (memiliki sub kompetensi yang dapat diklasterkan) yang merepresentasikan aspek sikap dan perilaku peserta pelatihan kepemimpinan yaitu integritas, kerjasama, dan mengelola perubahan.
Adapun penilaian mandiri oleh peserta terhadap ketiga kompetensi kompetensi sikap dan perilaku di atas secara detail ditampilkan dalam data berikut ini :
[image: image2.jpg]FORMULIR PESERTA

Nama : Bambang Adrianto, S.STP.
Nip : 198009211999121002
Jabatan : Sekretaris Camat
Instansi : Kecamatan Jakabaring
Program HIE
Komponen Sub Komponen SKOR1 - 10
1 |Memastikan anggota/anak buah yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma 9
dan aturan organisasi dalam segala situasi dan kondisi
2 |Menunjukkan komitmen dan tanggung jawab terhadap penyelesaian tugas yang| 9
diembannya.
3 |Memastikan anggota/anak buah yang dipimpin memiliki kedisiplinan dalam
melaksanakan tugas dan fungsi yang mereka emban sesuai tenggat waktu yang ada| 8
kerja yang berlaku dalam organisasi.
INTEGRITAS 4 |Memastikan angggota/anak buah yang dipimpin memberikan informasi yang dapat| 9
dipercaya kepada orang lain/pihak lain sesuai etika organisasi
5 |Memberikan apresiasi dan teguran kepada anggota/anak buah yang dipimpin agar|
bertindak selaras dengan nilai, norma dan etika organisasi dalam segala situasi dan| 8
kondisi
6 |Memberikan argumentasi dengan disertai pemahamannya atas ketentuan yang|
berlaku di organisasi termasuk konsekuensinya, dalam memastikan anggota/anak 8
buah yang dipimpin menegakkan ketentuan lain
JUMLAH 8,550
? Bekerjasama dalam tim dalam memecahkan masalah dan selalu memberikan Solusi. 8
8 Membangun aliansi dengan pemangku kepentingan untuk pencapaian target kerja. 8
9 |Membangun komunikasi dengan internal dan eksternal dalam Upaya peningkatan| °
KERJASAMA kinerja organiasi
10 |Saat melaksanakan tugas berusaha mencari Solusi dengan pemecahan masalah 8
secara fleksibel dan tidak terburu-buruh
11 |Mengutamakan pengambilan Keputusan berdasarkan Keputusan Bersama dari s
anggota tim
JUMLAH 8,20
12 [Memberikan motivasi dan contoh dalam memberikan pelayanan dan orientasi
pelayanan pelayanan publik yang efektif dan efisien. N
13 | Melakukan adaptasi setiap perubahan yang dibutuhkan oleh unit kerja 8
14 |Selalu bekerja dengan semangat dan meningkatkan kualitas bekerja dengan|
MENGELOLA mengikuti pelatihan dan juga mendorong anggota tim bekerja dan meningkatkan 8
PERUBAHAN profesionalisme kerja
15 |Bekerja untuk menghasilkan hasil yang maksimal dan meningkatkan kinerjal 8
organisasi
16 Memberikan inisiatif dalam memberikan Solusi efektif dari permasalahan yang ada 8
JUMLAH 8,00

Palembang, Juli 2024

Peserta

Bambang AdriarftD;, S.STP.
NIP. 198009211999121002

Dipindai dengan CamScanner




[image: image3.jpg]FORMULIR MENTOR

Nama Peserta :  Bambang Adrianto, S.STP. Nama Mentor : Drs. Rachmat Maulana

NP : 198009211999121002 NIP: © 197312121993021002
Jabatan :  Sekretaris Camat Jabatan : Camat

Instansi :  Kecamatan Jakabaring Instansi : Kecamatan Jakabaring
Program T -

Komponen Sub Komponen SKOR1-10
1 |Memastikan anggota/anak buah yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai,
norma dan aturan organisasi dalam segala situasi dan kondisi 8

2 |Menunjukkan komitmen dan tanggung jawab terhadap penyelesaian tugas yang
diembannya.

3 |Memastikan anggota/anak buah yang dipimpin memiliki kedisiplinan dalam
melaksanakan tugas dan fungsi yang mereka emban sesuai tenggat waktu yang 8
ada kerja yang berlaku dalam organisasi.

4 |Memastikan angggota/anak buah yang dipimpin memberikan informasi yang
dapat dipercaya kepada orang lain/pihak lain sesuai etika organisasi

INTEGRITAS

5 |Memberikan apresiasi dan teguran kepada anggota/anak buah yang dipimpin
agar bertindak selaras dengan nilai, norma dan etika organisasi dalam segala 8
situasi dan kondisi

6 |Memberikan argumentasi dengan disertai pemahamannya atas ketentuan yang

berlaku di organisasi termasuk konsekuensinya, dalam memastikan anggota/anak 8
JUMLAH 8
7 |Bekerjasama dalam tim dalam memecahkan masalah dan selalu memberikan 8
Solusi.
8 |Membangun aliansi dengan pemangku kepentingan untuk pencapaian target
kerja. 8
9 [Membangun komunikasi dengan internal dan eksternal dalam Upaya peningkatan s

KERJASAMA kinerja organiasi
10 [Saat melaksanakan tugas berusaha mencari Solusi dengan pemecahan masalah 9

secara fleksibel dan tidak terburu-buruh
11 |Mengutamakan pengambilan Keputusan berdasarkan Keputusan Bersama dari

anggota tim 9
JUMLAH 8,40
12 |Memberikan motivasi dan contoh dalam memberikan pelayanan dan orientasi
pelayanan pelayanan publik yang efektif dan efisien. 9
13 |Melakukan adaptasi setiap perubahan yang dibutuhkan oleh unit kerja 9
14 [Selalu bekerja dengan semangat dan meningkatkan kualitas bekerja dengan
MENGELOLA mengikuti pelatihan dan juga mendorong anggota tim bekerja dan meningkatkan 8
PERUBAHAN profesionalisme kerja
15 |Bekerja untuk menghasilkan hasil yang maksimal dan meningkatkan kinerja
organisasi 9
16 |Memberikan inisiatif dalam memberikan Solusi efektif dari permasalahan yang 9
ada
JUMLAH

Dipindai dengan CamScanner




[image: image4.jpg]REKAP NILASI PESERTA

Nama Bambang Adrianto, S.STP.
NIP 198009211999121002
Jabatan Sekretaris Camat
Instansi Kecamatan Jakabaring
Program =
Komponen Sub Komponen Nilai Kualifikasi
Tanggung jawab 9 Istimewa
Komitmen 9 Istimewa
Kedisplinan 8 Baik
Integritas Kejujuran 9 Istimewa
Konsistensi 8 Baik
Pengambilan Keputusan 8 Baik
Rata-Rata 8,50 Baik
Kerjasama Internal 8 Baik
Kerjasama Eksternal 8 Baik
" Komunikasi 9 Istimewa
Kerasama I sibilitas 3 Baik
Komitmen dalam Tim 8 Baik
Rata-Rata Baik
Orientasi Pelayanan 8 Baik
Adaptabilitas 8 Baik
Mengelola  [Pengembangan diri dan orang lain 8 Baik
Perubahan  |Orientasi pada hasil 8 Baik
Inisiatif 8 Baik
Rata-Rata 8,00 Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku : 8,23 Baik

Keterangan Kualifikasi

9.99-10 Istimewa

7-899 Baik
56.99 Cukup
3499 Kurang

1-2.99 Sangat Kurang

Palembang,  Juli 2024

Peserta

Bambang Adrianto, 5.5TP
NIP. 198009211999121002

Dipindai dengan CamScanner




[image: image5.jpg]REKAP NILAI MENTOR

Nama Peserta : Bambang Adrianto, S.STP. Nama Mentor : Drs. Rachmat Maulana
NIP :198009211999121002 NIP: 1 197312121993021002
Jabatan . Sekretaris Camat Jabatan : Camat
Instansi : Kecamatan Jakabaring Instansi : Kecamatan Jakabaring
Program 5 S
Komponen Sub Komponen Nilai Kualifikasi
Tanggung jawab 8 Baik
Komitmen 8 Baik
Kedisplinan 8 Baik
Integritas Kejujuran 8 Baik
Konsistensi 8 Baik
Pengambilan Keputusan Dilematis 8 Baik
Rata-Rata Cukup
Kerjasama Internal 8 Baik
Kerjasama Eksternal 8 Baik
Kerjasama Komunikasi 8 Baik
Fleksibilitas 9 Istimewa
Komitmen dalam Tim 9 Istimewa
Rata-Rata == Baik
Orientasi Pelayanan 9 Istimewa
Adaptabilitas 9 Istimewa
Mengelola Perubahan Pepgeml':angan dir_i dan orang lain 8 Flaik
Orientasi pada hasil 9 Istimewa
Inisiatif 9 Istimewa
Rata-Rata Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku : 8,02 Baik

Keterangan Kualifikasi

9.99-10 Istimewa
7-8.99 Baik

5-6.99 Cukup

3-4.99 Kurang

1-2.99 Sangat Kurang

Palembang, Juli 2024

Dipindai dengan CamScanner




[image: image6.jpg]REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR

Nama Bambang Adrianto, S.STP. Nama Mentor : Drs. Rachmat Maulana
NiP 198009211999121002 NIP: : 197312121993021002
Jabatan : Sekretaris Camat Jabatan : Camat
Instansi Kecamatan Jakabaring Instansi : Kecamatan Jakabaring
Program : -
Komponen [Sub Komponen Nilai Peserta | Nilai Mentor| | Nilai Rata-Rata | Kualifikasi
Tanggung jawab 9 8 8,30 Baik
Komitmen 9 8 8,30 Baik
Kedisplinan 8 8 8,00 Baik
Integritas |Kejujuran 9 8 8,30 Baik
Konsistensi 8 8 8,00 Baik
Pengambilan Keputusan 8 8 8,00 Baik
Rata-Rata 8,50 8,00 8,15 Baik
Kerjasama Internal 8 8 8,00 Baik
Kerjasama Eksternal 8 8 8,00 Baik
Kerjasama Komunikasi 9 8 8,30 Baik
Fleksibilitas 8 9 8,70 Baik
Komitmen dalam Tim 8 9 8,70 Baik
Rata-Rata 8,20 8,40 8,34 Baik
Pelayanan Publik 8 9 8,70 Baik
Adaptabilitas 8 9 8,70 Baik
Mengelola [Pengembangan orang lain 8 8 8,00 Baik
Perubahan |Orientasi pada hasil 8 9 8,70 Baik
Inisiatif 8 9 8,70 Baik
Rata-Rata 8,00 8,80 8,56 Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku : 8,23 8,40 8,35 Baik
Keterangan Kualifikasi
9.99-10 Istimewa
7-899  Baik
5699  Cukup
34.99  Kurang
1-299  Sangat Kurang
Palembang, Juli 2024
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[image: image7.jpg]REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

Nama Mentor Drs. Rachmat Maulana

Nama Peserta : Bambang Adranto, S.STP.
NP 198009211999121002 NIP: 197312121993021002
Jabatan : Sekretaris Camat Jabatan Camat
Instansi : Kecamatan Jakabaring Instansi Kecamatan Jakabaring
Program -
Nilal Komponen

] Sub Komponen Rata-Rata Total | Kualifikasi

| Mengelola Perubahan | Sub Komponen | Total Sub
Peserta X 8,00 8,23 Baik
O 8,00 8,80 8,40 __Baik
Nilal Rata-Rata  Per -2 ~
S Koieass 8,15 : i 8,56 4 8,36 Baik
Kualifikasl Per Sub { i i
Komponen Baik = Baik rershwie Baik
Keterangan Kualifikasi Akhir Sikap Perilaku
9.99-10 Istimewa

8,35

7-8.99 Baik !
5-6.99 Cukup Kualifikasli:
3-4.99 Kurang Baik
1-2.99 Sangat Kurang

REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:

Istimewa

: [Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai

gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-
kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan
pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang
lebih tinggi

Baik

: |Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai

gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-
kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan
pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan
pengawas

Cukup

: [Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai

gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-
kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan
pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan
pengawas

Kurang

Sangat Kurang

: |Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai
: |gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-

kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan,
pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian
instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas

Juli 2024

Palembang,

T
/P T

T agiitor
.f~

Dipindai dengan CamScanner





2. RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

	No.
	Komponen/sub

Komponen


	Kegiatan Pengembangan Potensi Diri untuk Mendukung Pelaksanaan                  Aksi Perubahan


	Kegiatan / Tahapan Aksi Perubahan
	Waktu Pelaksanaan


	Hasil

	
	
	
	
	Rencana
	Realisasi


	

	1
	Tanggungjawab
	Introspeksi dan Evaluasi
	Menengah
	Nop 2024
	
	

	2
	Komitmen
	Introspeksi dan Evaluasi
	Pendek
	Agt 2024
	
	

	3
	Kedisipilnan
	Introspeksi dan Evaluasi
	Pendek
	Agt 2024
	
	

	4
	Kejujuran
	Introspeksi dan Evaluasi
	Pendek
	Agt 2024
	
	

	5
	Konsistensi
	Pencatatan yang terukur
	Panjang
	Des 2024
	
	

	6
	Kerjasama Internal
	Diklat PKA
	Pendek
	Agt 2024
	
	

	7
	Kerjasama Eksternal
	Diklat PKA
	Pendek
	Agt 2024
	
	

	8
	Komunikasi
	Kursus Public Speaking
	Menengah
	Sep 2024
	
	

	9
	Pengembangan diri
	In House Training
	Panjang
	Jan 2025
	
	


BAB II
DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN
A. Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
Arti kata lntegritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memilikipotensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. lntegritas erat kaitannya dengan etika, yang dianggap sebagai kejujuran dan kebenaran atau ketepatan tindakan pada diri seseorang. Defisini lainnya bahwa integritas adalah konsistensi dan kesesuaian antara hati, ucapan dan tindakan. Dengan memi!iki integritas yang kokoh maka diharapkan akan memi!iki kemampuanuntuk senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip moral dan etika. Berkaitan dengan sikap kepemimpinan, dimana seorang pemimpin merupakan penggerak utama suatu organisasi, seyogyanya memiliki integritas, berkepribadian, patuh kepada kode etik serta dapat dipercaya sehingga menjadi panutan bagi orang lain.

Integritas merupakan gambaran suatu organisasi yang dapat terlihat dari perilaku dan tindakan pemimpin dan sumberdaya manusia dalam menjalankan tugas. Integritas menunjukkan konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan. Berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar dalam integritas merupakan satu kesatuan yang menjadi tolak ukur pimpinan dan organisasi dalam melaksanakan tugas. 

Integritas adalah sebuah konstruk psikologis yang dinamis, melekat pada setiap kehidupan manusia. Objektivisme integritas dalam etika sering dianggap seperti loyalitas kepada prinsip dan nilai yang sangat rasional. Peran kepemimpinan dalam membangun integritas kinerja organisasi dapat ditopang oleh lima hal pokok, yaitu:

· Etika Kepemimpinan. yang terdiri dari: memimpin dengan contoh, menetapkan harapan yang jelas, mengaplikasikan nilai-nilai organisasi, membuat keputusan yang dipercaya, komunikasi yang baik dengan bawahan, menilai bawahan, dan mengembangkan keterampilan dalam memimpin.
· Manajemen dan pengawasan aktif: Mengngunakan alat manajemen yang tersedia, melakukan proses pengawalan kerja bawahan, evaluasi kinerja bawahan, memeriksa pengaduan. Mengidentifikasi potensi masalah, menumbuhkan perkembangan pembelajaran yang berkelanjutan, siap sedia untuk mengarahkan bawahan,

· Pemilihan orang yang tepat: mempromosikan kode etik, menerapkan nilai-nilai organisasi, mendidik bawahan tentang tanggung jawab etika, praktik pengambilan keputusan etis, mengidentifikasi role model, belajar dari kesalahan, bertindak preventif, dan memberikan penghargaan atas kinerja bawahan.

· Proses yang efektif: Konsultasi bersama bawahan, penilaian risiko perilaku, memonitor kecenderungan, memperkuat kebijakan, monitor kepatuhan, melakukan audit, melibatkan dukungan, menyertakan etika dan integritas, penggunaan scenario

· Pelaporan yang profesional: Berbagi tanggung jawab, mendorong pelaporan yang professional, mengaktifkan pelaporan, mengetahui tanggung jawab, menciptakan budaya pelaporan yang aman, memantau Kesehatan dan keselamatan,dukungan bawahan, mencari umpan balik, dan melakukan review penanganan pengaduan.

Akuntabilitas merupakan sebuah konsep yang tidak asing di dalam organisasi pelayanan publik, di mana selalu menjadi sorotan publik dalam pelaksanaannya. Akuntabilitas sendiri banyak memilkii istilah mengaudit, melaksanakan tanggung jawab, memberikan pertanggungjawaban atas laporan kinerja, menjawab permasalahan publik dari perilaku ataupun suatu kegiatan yang dijalankan, terbuka bagi pemeriksaan peradilan, bagian dari sanksi dan juga sebagai bagian dari penghargaan.
Pada sektor publik, para pakar administrator membagi akuntabilitas menjadi beberapa tipe, diantaraya:

a. Managerial Accountability, akuntabilitas yang ditunjukkan kepada pemimpin yang lebih tinggi dalam suatu organisasi. Managerial Accountability memiliki beberapa acuan dalam pelaksanaannya yang dijadikan model dalam pelaksanaannya, di antaranya ketepatan waktu, peningkatan produktivitas, pengendalian biaya, dan kepastian pelaksaan program dilaksanakan berdasar integritas pelaksana sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah yang terkait.

b.   Financial Accountability, akuntabilitas kepada institusi yang menyediakan atau memberikan anggaran kepada institusi yang bersangkutan. Akuntabilitas keuangan dilihat dari beberapa faktor untuk menjalankan pelaksanaannya, antara lain memuat hal seperti bernilai ekonomis, efisien dalam penganggaran, efektif dalam membuat kebijakan terkait keuangan dan tidak ada kebocoran dana atau korupsi.

c.   Public Accountability, akuntabilitas yang ditunjukkan kepada warga Negara atau masyarakat.

Prinsip akuntabilitas publik terdiri dari dua komponen, yaitu

a. kemampuan menjawab permasalahan yang timbul di dalam masyarakat sekitar,

b. Konsekuensi yang mungkin timbul akibat suhu perpolitikan yang ada.

Sub indikator kemampuan menjawab merupakan hal-hal yang menyangkut pada unsur responsibilitas atau respon aparatur, yaitu kejelasan tuntutan bagi aparatur guna menjawab hal-hal apapun secara periodik dari pertanyaan terkait dengan bagaimana mereka (para apartur) menggunakan kapasitas wewenangnya, dan juga kemana sumber apapun telah didapat digunakan, serta capaian dari sumber daya tersebut

B. Pengelolaan Budaya Kerja
Budaya telah menjadi konsep penting dalam memahami masyarakat dan kelompok manusia untuk waktu yang lama. Budaya, dalam arti antropologi dan sejarah, adalah inti dari kelompok atau masyarakat tertentu, apa yang berbeda mengenai cara para anggotanya saling berinteraksi dengan orang dari luar lingkungan dan bagaimana mereka menyelesaikan apa yang dikerjakannya. Sebenarnya budaya organisasi yang kuat, diakui secara luas sering kali disebutkan sebagai alasan suksesnya organisasi. Sejumlah organisasi menanamkan budaya tertentu seperti upacara, penghargaan, gaya dekoratif, dan berbagai bentuk simbolis lain dari komunikasi yang merupakan sifat budaya perusahaan yang menjadi pedoman tindakan anggota organisasi. Hal-hal yang seyogyanya dilakukan seorang pemimpin adalah mengubah budaya untuk mendorong perubahan organisasi. Namun mengubah budaya bukanlah perkara yang mudah karena memerlukan pengukuran budaya organisasi dalam hubungannya dengan perubahan organisasi. Tahapan proses pembentukan budaya organisasi dimulai dari penyusunan nilai-nilai yang berlaku dalam organisasi. Kemudian diinternalisasikan melalui sosialisasi yang meliputi komunikasi, internalisasi dan implementasi setiap anggota organisasi melalui pembentukan change agent. Serta penyusunan sistim dan prosedur untuk menjaga dan memelihara kesinambungan.

Oleh karenanya, untuk membangun budaya organisasi diperlukan langkah- langkah sebagai berikut:

· Menetapkan Visi dan Misi Organisasi. Visi dan misi organisasi ini akan mengarahkan organisasi dalam menjalankan bisnisnya, sehingga dibutuhkan analisis yang mendalam agar dapat menjadi branding organisasi.

· Mensosialisasikan Visi dan Misi.

· Setelah visi dan misi ditetapkan langkah selanjutnya adalah sosialisasi kepada seluruh elemen organisasi agar mengetahui, memahami, menginternalisasi dan mengimplementasikan mengenai visi dan misi organisasi.

· Menetapkan Budaya Kerja. Budaya kerja sebagai suatu falsafah yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan kekuasaan pendorong, membudaya dalam kehidupan suatu organisasi. Kemudian tercermin dari sikap menjadi perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat dan tindakan yang terwujud sebagai kerja atau bekerja. Oleh karena itu, memahami dan mengimplementasikan budaya kerja merupakan tugas berat yang harus dilakukan secara utuh dan menyeluruh karena menyangkut proses pembangunan karakter, sikap, dan perilaku manusia.

· Mengimplementasikan Budaya Kerja secara Konsisten. Setiap budaya kerja yang sudah ditetapkan wajib diimplementasikan dalam praktik kerja sehari-hari di dalam maupun di luar organisasi. Fungsinya adalah agar masing-masing anggota organisasi terlatih untuk menjalankan budaya kerja yang sudah ditetapkan.

· Mengukur Implementasi Budaya Kerja. Pengukuran implementasi budaya kerja ini untuk mengetahui hasil yang sudah dicapai dari penerapan budaya kerja secara periodik. Sehingga akan terbentuk sebuah proses sistem kerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berjangka waktu.

· Memberikan Reward dan Punishment. Pemberian reward dan punishment terhadap anggota organisasi yang sudah ataupun belum menjalankan budaya kerja sangat dibutuhkan agar anggota organisasi tetap bersemangat mengimplementasikan budaya kerja.

C. Membangun Jejaring dan Kolaborasi
Membangun jejaring kerja dan kolaborasi pada hakekatnya adalah sebuah proses membangun komunikasi atau hubungan, berbagi ide,informasi dan sumber daya atas dasar saling percaya (trust) dan saling menguntungkan diantara pihak-pihak yang bermitra. Berdasarkan pengertian tersebut membangun jejaring kerja dapat dilakukan jika pihak-pihak yang bermitra mengikuti aturan atau ketentuan sebagai berikut: 

1. Ada dua pihak atau lebih organisasi/lembaga 

2. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan organisasi / lembaga.

3. Ada kesepakatan/kesepahaman 

4. Saling percaya dan membutuhkan 

5. Komitmen bersama untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

Tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dalam membangun jejaring kerja dan kolaborasi yaitu:

a.   Meningkatkan partisipasi para pihak; Salah satu tujuan membangun jejaring kerja adalah membangun kesadaran para pihak terhadap eksistensi organiasi tersebut, menumbuhkan minat dan meningkatkan partisipasi para pihak dalam pengembangan oranisasi.

b.   Peningkatan mutu dan relevansi atas dinamika perubahan/perkembangan yang cepat. Organisasi dituntut untuk terus melakukan inovasi, peningkatan mutu dan relevansi program yangdibuatnya sesuai tujuan dasar organisasi atau program/kegiatan.

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam membangun jejaring dan kolaborasi dalam Tim Efektif adalah: 
(a) adanya kesamaan visi, misi, dan tujuan organisasi, 
(b) adanya saling percaya, 
(c) saling menguntungkan, 
(d) meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, 
(e) adanya komunikasi timbal balik, 
(f) adanya komitmen yang kuat antar pihak. 
Dalam kaitannya dengan Aksi Perubahan Gerakan Aksi Perubahan (Gas Pijar) Melalui Optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka harus dilakukan dengan 6 (enam) prinsip di atas baik kepada internal maupun eksternal Kecamatan Jakabaring.
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Tabel 2.1. Peta Stakeholders sebelum Aksi Perubahan
Tabel 2.2. Peta Stakeholders setelah Aksi Perubahan
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D. Strategi Pengembangan Kompetensi
Adopsi sebuah inovasi atau perubahan memiliki konsekuensi munculnya kebutuhan kompetensi baru yang harus dikuasai siapapun yang terdampak atas inovasi tersebut. Kebutuhan pengembangan kompetensi bagi pegawai pada unit kerja dimana perubahan dilakukan atau Stakeholders yang terdampak atas Aksi perubahan peserta pelatihan. Identifikasi dan penjelasan ini di sertai dengan strategi untuk meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan tersebut.
Rencana strategi pengembangan potensi diri kompetensi untuk adopsi aksi perubahan paling tidak membuat siapa pihak yang terdampak Aksi perubahan, kompetensi baru apa saja yang dibutuhkan, dan bagaimana cara (strategi) pengembangannya. Poin-poin tersebut dapat dirangkum kedalam tabel sebagai berikut :
Tabel 2.3. Strategi Pengembangan Kompetensi
	No
	Pihak Terdampak

AKSI PERUBAHAN
	Kompetensi yang

Dibutuhkan
	Cara Pengembangan Kompetensi

(klasikal/non klasikal)

	1
	Project Leader
	Kepemimpinan Transformasional
	Bimtek Klasikal

	
	
	Kemampuan dalam pengambilan keputusan
	Bimtek Klasikal

	
	
	Strategi komunikasi Organisasi
	Bimtek Klasikal

	
	
	Kemampuan dalam kerjasama eksternal
	Bimtek Klasikal

	
	
	Kemampuan dalam penguasaan teknologi
	Kursus Digital

	2
	Petugas Pelayanan


	Seni Komunikasi Publik
	Kursus Public Speaking

	
	
	Penguasaan materi
	In House Training

	
	
	Kepribadian Orientasi Pelanggan
	Kursus Kepribadian

	3
	Masyarakat

	Pemahaman Prosedur
	Sosialisasi Tutorial


BAB III
DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN
A. Capaian dan Bukti Perbaikan Kinerja Organisasi
Dalam pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator salah satu tahapan penting yang harus diikuti oleh peserta adalah menyusun laporan aksi perubahan untuk di implementasikan ditempat tugas masing-masing. Aksi perubahan haruslah bersifat inovatif dari semula tidak ada menjadi ada, dari yang sulit menjadi mudah, dan atau bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam hal perkerjaan maupun pelayanan terhadap masyarakat.

Aksi perubahan mengacu pada pemecahan masalah berdasarkan hasil analisis pada diagram Fishbone pada bab sebelumnya.
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Setelah membuat dan menyusun langkah-langkah atau tahapan kegiatan aksi perubahan, pelaksanaan lanjutannya adalah melaksanakan dan mengimplementasikan aksi perubahan Gerakan Aksi Stop Pungli Jakabaring (GAS PIJAR) melalui Optimalisasi Pelayanan Administrasi Terpadu Satu Pintu berdasarkan Tahapan Aksi Perubahan (Milestone) yang telah dibuat yaitu :

1. Koordinasi dengan Mentor

Melakukan koordinasi dengan Mentor terkait permohonan dukungan, mendapatkan persetujuan serta meminta saran dan masukan terkait rencana aksi perubahan. Koordinasi dengan mentor sangat penting untuk mendapatkan informasi awal terkait kebutuhan dan permasalahan organisasi
2. Koordinasi dengan Coach
Peran Coach sangat penting terutama untuk mendapatkan bimbingan dan arahan agar aksi perubahan dapat berjalan dengan maksimal, efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan. Coach memberikan masukan, saran dan korektif yang membangun agar aksi perubahan yang dilakukan mendapatkan hasil yang maksimal.
Gambar 3.1. Foto Konsultasi Mentor dan Coach
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3. Rapat Membentuk Tim Kerja
 Rapat awal dalam membentuk Tim Kerja sangat efektif dalam merumuskan dan memetakan sehingga pelaksanaan Aksi Perubahan Gerakan Aksi Stop Pungli Jakabaring (Gas Pijar) Melalui Optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat berjalan tepat sasaran di dalam pelaksanaan Jangka Pendek selama 2 (dua) bulan.

Gambar 3.2. Rapat dengan Tim Kerja Pelaksanaan Aksi Perubahan
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4. Rapat dengan Tim Kerja sekaligus Evaluasi SOP Pelayanan

Tahapan selanjutnya yaitu rapat bersama Tim Ekfektif. Di dalam rapat ini banyak hasil yang dicapai karena adanya partisipasi dan kerjasama tim yang baik.
Adapun hasil yang diperoleh yaitu:

1. Penyamaan persepsi dan sudut pandang terkait Aksi Perubahan

2. Evaluasi SOP Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3. Perumusan SK Tim Efektif

4. Perencanaan Sosialisasi

5. Pembagian Tugas Kerja Pelaksanaan Aksi Perubahan
6. Menerima masukan dan saran
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Gambar 3.3. Rapat Tim Kerja sekaligus Evaluasi SOP Pelayanan Terpadu

Gambar 3.4. Komitmen Maklumat Pelayanan
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Gambar 3.5. SK Tim Efektif Aksi Perubahan
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KEPUTUSAN CAMAT JAKABARING KOTA PALEMBANG

NOMOR : 800/ £ /KPTS/JKB /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN
Gerakan Aksi Stop Pungli di Jakabaring (GAS PIJAR) melalui

Optimalisasi Pelayanan Administrasi Terpadu

CAMAT JAKABARING KOTA PALEMBANG

Bahwa dengan telah ditunjuknya Rancangan Aksi Perubahan pada

pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan IV atas nama

Bambang Adrianto, S.STP dengan judul Gerakan aksi Stop Pungli di

Jakabaring (GAS PUAR) melalui Optimalisasi Pelayanan Administrasi

Terpadu.

a. Bahwa untuk tercapainya keberhasilan pelaksanaan  kegiatan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Efektif
Aksi Perubahan.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud huruf a dan
huruf b perlu ditetapkan keputusan Camat Jakabaring Kota Palembang
tentang Tim Efektif Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan
Administrator (PKA) Angkatan IV Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2024.

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 tentang pembentukan daerah
Tingkat I dan If dan Kota Praja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821).

2. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tohun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaga Negara Republik Indoncsia tahun 2015
nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia 5679).
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. Peraturan Lembaran  Admi

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5494).

. Peraturan pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037).

istrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019
tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Berita Negara Republik

Indonesia.

. Surat Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daersh

Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 890 / 2360 / BPSDMD / V / 2024
tanggal 11 Juni 2024 tentang Pemanggilan Peserta PKA Angkatan III,
IV dan V Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024.

. Surat Tugas Sekretaris Dacrah Kota Palembang Nomor : 890 / 1628.b /

BKPSDM — 1V / 2024 tanggal 15 Juni 2024.

MEMUTUSKAN :

Tim Efektif Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
(PKA) Angkatan 1V Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dengan
susunan sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Tim Efektif Aksi Perubahan, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membantu dan mendukung scpenuhnya pelaksanaan  Aksi
Perubahan.
2. Mengkoordinasikan dan menyiapkan Aksi Perubahan.
3. Berpartisipasi akiif dalam pelaksanaan Aksi Perubahan.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.
Ditetapkan di Palembang
.‘;Eqd;;l'angsnl._ Agustus 2024

\= )
7 N ¢
WCHMAT MAULANA

Pembina Tk.I
NIP. 197209021992011001




Gambar 3.6. SK Standar Pelayanan
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KEPUTUSAN CAMAT JAKABARING
Nomor : 037 /KPTS/JKB/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN KECAMATAN JAKABARING

TAHUN 2024
CAMAT JAKABARING,

: a bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public

sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, guna
mewujudkan kepstian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkai
dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan
public wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan
kualitas penyelenggaraan dimaksud huruf a. maka perlu ditetapkan
Standar Pelayanan dengan keputusan camat Jakabaring;

c. bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan pada butir a dan b diatas
perlu ditetapkan dengan keputusan camat Jakabaring

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 keterbukaan informasi public.

" 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang pelayanan public

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi republic Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman
4. Standar Pelayanan.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparaur Negara dan Reformasi
5. Birokrasi Nomor. 24 Tanun 2014 Tentang Pengeloaan Pengaduan.
Peraturan Pemerintah Nomor.96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan
Undang-unadang Nomor. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayan Publik.

MEMUTUSKAN :

: Keputusan Camat Jakabaring Tentang Standar Pelayanan pada kantor

Camat Jakabaring Kota Palembang

: Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA termuat

dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini.

: Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA

merupakan pelayanan administratif yang meliputi :
A Pelayanan Perizinan
1. Standar pelayanan legalisasi Permohonan zin panti pijat urut
tradisional (PPUT)
2. Standar pelayanan legalisasi permohonan izin penyelenggara
reklame insidentil
3. Standar Pelayanan legalisasi permohonan izin usaha mikro dan kecil
(1UMK)
4. Standar pelayanan legalisasi permohonan izin operasional salon
kecantikan dan pemangkas rambut
5. Standar pelayanan legalisasi permohonan penerbitan izin
pemakaman dan pengabuan jenazah
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B. Pelayanan Non Perizinan

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Pelayanan Administrasi dan Legalisasi Hak Atas Tanah dan Hak
Tanah Usaha.

Pelayanan Aministrasi dan Legalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris
dan Surat Keterangan Kuasa Waris

Pelayanan Administrasi Peminjaman Mobil Jenazah

Pelayanan Administrasi dan Legalisasi Surat Keterangan Bersih Diri
(SKBD)

Pelayanan Adninistrasi dan Legalisasi Dispensasi Nikah

Pelayanan Adninistrasi dan Legalisasi Surat Keterangan Umum

: Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini wajib

dilaksanakan oleh penyelenggara pelaksana dan sebagain acuan dalam
penilaian kinerja pelayanan oleh pemimpin penyelenggara, aparat
pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal
CAMAT JAKABARING

DRS. RACHMAT MAULANA
PEMBINA TK. 1
NIP. 197209021992011001




Gambar 3.7. SK Penunjukan Petugas Penerima Pengaduan
[image: image12.jpg]— PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
KECAMATAN JAKABARING

Nogn £
é Jalan Pangeran Ratu RT 024 RW. 007 Limabelas Ulu, Jakabaring
n Palembang, Sumatera Selatan. Kode Pos 30257

KEPUTUSAN CAMAT JAKABARING
Nomor 036 IKPTS/IKBR024

TENTANG

PENUNJUKAN TUGAS PENERIMA PENGADUAN
PADA KECAMATAN JAKABARING KOTA PALEMBANG

CCAMAT JAKABARING,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik
baik sesuai dengan peraturan penyelenggaraan pemerintahan yang ada
dan guna mewujudkan kepastian ftugas dan kewajiban dalam
penyelenggara dan pelaksana teknis pelayanan administrasi terpadu,
seliap penyelenggara dan pelaksana pelayanan  publik  wajio
melaksanakan tugas dan kewajibannya;

b, Bahwa untuk memberkan acuon dalam pelaksanaan tugas dan
kewajiban penyelenggara dan pelaksana teknis pelayanan administrasi
terpadu dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Petugas Teknis
Pelayanan Administrasi Terpadu khusus disabilitas untuk setiap jenis
pelayanan dengan keputusan Camat Jakabaring;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Daerah;

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi
Terpadu;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan
pemerintah daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pubiik,
(Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan,

Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;

7. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2008 lentang
Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Satu Pintu;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kefja Unit Pelayanan Perizinan di
Daerah

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang
Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

Mengingat

Dipindai dengan CamScanner
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11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2010 tentang
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan;

12, Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang lzin
Penyelenggaraan Reklame;

13. Peraturan Walkota Palembang Nomor 54 Tahun 2015 tentang
Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Walikota kepada
Camat;

14, Peraturan Walikota Palembang Nomor 57 Tahun 2015 tentang Uraian
Tugas Personil Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan;

15. Peraturanan Walikota palembang Nomor 58 Tahun 2015 tentang
Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

16. Keputusan Walikota Palembang Nomor 388 Tahun 2014 tentang Tim
Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan: dan

17. Keputusan Walikota Palembang Nomor 295/KPTS/I/2015 Tahun 2015
tentang Penetapan Kecamatan sebagai penyelenggara Pelayanan
Pdministrasi Terpadu Kecamatan.

18. Peraturan Walikota Palembang Nomor 76 Tahun 2016 tentang
¥edudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
kecamatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Petugas Penerima Pengaduan pada Kecamatan Jakabaring

KESATU  : Menunjuk Petugas Penerima Pengaduan :

Nama  Dian Mayasari, S.STP, M.Si
P £ 188304022001122002
Golongan/Pangkat embina (IV/a)
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Umum
KEDUA  : Petugas Penerima Pengaduan melaksanakan tugas sebagai berikut:

a. Menerima pengaduan langsung maupun tidak langsung dari masyarakat ;
b. Menangani dan mengelola pengaduan dimaksud bersama Kasi
Pemerintahan, Kasi pelayanan Umum, Kasi Trantib, Kasi Kessos sesuai
dengan SOP Penanganan Pengaduan.
c. Pengaduan yang bisa ditangani lai
pengaduan maka langsung ditanggapidan dtangan:

Dipindai dengan CamScanner
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KETIGA  : Dalam menjalankan tugasnya, Petugas Layanan Pengaduan Masyarakat
ajib memaluhi prosedur tetap (SOP) dan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diadakan perbaikan scbagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
PadaTanggal . Januari 2024

CAMAT JAKABARING,

DRS. liACHMAT MAULANA
_PEMBINA TK. |
NIP. 197209021992011001

2. Yth. Asisten Pemerintahan Setda Kota Palembang.

3. Yth. Inspektur Kota Palembang.

4. Yth. Kepala DPMPTSP Kota Palembang.

5. Yth. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Palembang.

Dipindai dengan CamScanner




Gambar 3.8. Petugas PATEN Kecamatan Jakabaring
Evaluasi "Man on the right place"
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5. Rapat Koordinasi dengan Lurah
Lurah sebagai salah satu komponen Stakeholders merupakan hal awal dalam rapat yang harus dilakukan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan serta menyamakan tujuan dan persepsi agar Aksi Perubahan dapat berjalan dengan baik. 
Lurah diharapkan akan mampu menerjemahkan dan selanjutnya meneruskan informasi sekaligus menjalankan fungsinya sebagai defender aksi perubahan di lapangan. Untuk kemudian beralihfungsi menjadi promoter aksi perubahan di lingkungan masing-masing.

Gambar 3.9. Koordinasi dengan Lurah
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6. Sosialisasi GAS PIJAR ke RT/RW
Tahapan selanjutnya adalah memulai sosialisasi tentang GAS PIJAR serta PATEN kepada seluruh lapisan masyarakat. Setidaknya ada 2 (dua) sasaran masyarakat sesuai dengan peta Stakeholders yaitu masyarakat kecamatan (umum) serta masyarakat ketua Rt/Rw. 
Sosialisasi baru dapat dilakukan di awal bulan September mengingat di bulan Agustus terkendala peringatan kemerdekaan RI 17 Agustus dimana seluruh elemen masyarakat bersukacita menyambut dan merayakan kemerdekaan RI ke-79.
Metode sosialisasi dilakukan dengan cara pemberian materi (memanfaatkan layar infokus dan paparan) serta pendekatan persuasif di setiap kesempatan pertemuan dengan masyarakat antara lain pada saat kegiatan gotong royong.
Gambar 3.10. Sosialisasi ke RT/RW
(Solusi Masalah Fishbone - MATERIAL)
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Assalamualaikum wr.wb,

Silakan ambil, bagi yang ingin
ikut berpartisipasi untuk
jumat depan bisa hubungi ibu
Tuti atau bisa langsung ke
loket Pelayanan

Terima kasih yang sudah
menyisihkan sebagian
rezekinya, semoga berkah
aamiin 11.50

® Ketik pesan 0 ©@ @
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Modul Sosialisasi
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Jumat berbagi, terima
kasih bagi yg sudah ikut
berpartisipasi menyisihkan
sebagian rezekinya, smg
Allah memberi keberkahan,
aamiin

Yang ingin ikut menyumbang
untuk jumat depan,.satu dua
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[image: image15.jpg]JENIS PELAYANAN

Domisili Usaha

Standar Pelayanan

Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point)

Nama Unit Pelayanan
Nama Layanan

: PATEN
: Pelayanan penerbitan surat keterangan lainnya (Domisili

Usaha)
No Komponen Unsur Uraian
Pelayanan
1 Persyaratan 1. Kartu Keluarga (KK) dan Fotokopi
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Fotokopi
3. Surat Pengantar dari Lurah
4. Sket Usaha
5. Fotokopi NPWP
6. Fotokopi PBB terbaru
2 Sistem, mekanisme,
dan prosedur
LOKET PEMOHON
3 Jangka waktu 1 Hari Kenja (*Bisa dikerjakan dengan internet yang lancar)
pelayanan
4 Biayatarif Rp. 0 (Gratis)
5 Produk Pelayanan Fotokopi Berkas yang sudah dilegalisir
6 Penanganan WA : 08117878511

Pengaduan, saran
dan
masukan/apresiasi

E-mail : pelumikb@gmail.com
IG : @kecamatanjakabaring

Camat Jakabaring

NIP. 197209021992011001
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RACHMAT MAULANA
PEMBINA TK. 1
NIP. 197209021992011001
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[image: image46.jpg]Standar Pelayanan
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point)

Nama Unit Pelayanan : PATEN
Nama Layanan : Pelayanan Panti rut Tradisional (PPUT)

Komponen Unsur Uraian
Pelayanan
Persyaratan Surat Permohonan
Foto 3x4 sebanyak 2 lembar
PPUT Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemohon
Fotokopi surat izin gangguan/SITU
Daftar identitas tenaga kerja

Fotokopi setifikat / keterangan pengalaman kerja sebagai pramu
pijat

Surat izin operasional panti pijat urut tradisional (PPUT) asli yang

lama

Sistem, mekanisme
dan prosedur

Jangka Waktu 6
Pelayanan dan benar)

Biaya atau tanif Gratis
Produk Pelayanan SK1zin Penyelenggaraan Rekiame In

Penanganan WA - 088286358320

Pengaduan, saran Email : kecamatanjkbrg@gmail.com
dan masukan /
apresiasi

NIP. 197209021992011001
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Izin Usaha Mikro dan Kecil

Standar Pelayanan

Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point)

Nama Unit Pelayanan
Nama Layanan

: PATEN
: 1zin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

No Komponen Unsur Uraian
Pelayanan
Persyaratan Mengisi Formulir Surat Permohonan IUMK

Sistem, mekanisme
dan prosedur

Pengantar RT dan Lurah

Fotocopy KTP

Fotocopy NPWP

Fotocopy PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
Pas Foto 4x6 2 Lembar

Foto Copy KK (Kartu Keluarga

Y
s -~

1

2
3.
4
5.
6.
7

Jangka Waktu
Pelayanan

6 Hari Kerja (setelah berkas diterima dengan persyaratan lengkap dan
benar)

Biaya atau tarif

Gratis

Produk Pelayanan

SK1zin Usaha Mikro dan Kecil

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan norma waktu yang
telah di tetapkan

Penanganan
Pengaduan, saran
dan masukan /
apresiasi

WA - 088286358320
Email : kecamatanjkbrg@gmail.com

Camat Jakabaring
ota Palembang

Ors. Rachmat Maulana
NIP. 197209021992011001
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Reklame

Standar Pelayanan

Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point)

Nama Unit Pelayanan
Nama Layanan

Komponen Unsur
Pelayanan

Persyaratan

Sistem, mekanisme
dan prosedur

Biaya atau tanf
Produk Pelayanan

Jangka Waktu
Pelayanan

Penanganan
Pengaduan, saran
dan masukan /
apresiasi

PATEN
Pelayanan Penyelenggaraan Reklame Insidential

Mengisi formulir surat permohonan rekomendast
penyelenggaraan media reklame (SPIPR)

Fotokopi kartu tanda penduduk pemohon (KTP)

Melampirkan Fotokopi rekomendasi operasi biro jasa reklame
(ROBJR)

Melampirkan sket lokasi letak rencana penyelenggaraan reklame
beserta keterangan ukuran dan jarak secara detail dan jelas
Melampirkan desain, bentuk (beserta keterangan ukuran secara
lengkap) simulasi gambar, jenis, warna da nisi (meliputi jenis
produk, tulisan dan gambar) secara jelas

Melampirkan fotokopi polis asuransi media reklame bagi yang
memiliki resiko terhadap pihak lainnya

dan benar)

Gratis
SK Izin Penyelenggaraan Reklame Insidential

WA - 088286358320
kecamatanjkbrg@gmail.com

Camat Jakabaring

Rachmat Maulana
197209021992011001





Masyarakat berperan penting dalam kegiatan aksi GAS PIJAR dimana salah satu faktor penyebab terjadinya pungutan liar yaitu dari masyarakat itu sendiri yang mengajukan pelayanan menjelang digunakannya dokumen yang dibutuhkan serta berkas persyaratan yang tidak lengkap. Celah ini yang kemudian dimanfaatkan dan menjadi peluang oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
7. Aktualisasi Pelayanan Bebas Pungli
Kecamatan Jakabaring berkomitmen di dalam melaksanakan aksi perubahan Gerakan Aksi Stop Pungli Jakabaring (GAS PIJAR) Melalui Optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Adapun sasaran yang ingin dicapai ada 2 (dua) yaitu :

1. Petugas Pegawai yang meniadakan pungutan liar

2. Mengoptimalkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selain sosialisasi kepada masyarakat, pemasangan alat peraga sebagai media informasi dipandang penting tujuannya adalah agar masyarakat dapat berpikir kritis dan menghindari peluang terjadinya pungutan liar.

Gambar 3.11. Aktualisasi Bebas Pungli 
Pemasangan Alat Peraga Informasi berupa X-Banner
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SKBD

Standar Pelayanan

Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point)

Nama Unit Pelayanan
Nama Layanan

: PATEN
: Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD)

No Komponen Unsur Uraian
Pelayanan
1 Persyaratan 1. Pengantar RT dan Lurah
2. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan (KTP) Pemohon
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
4. Fotokopi Akta Kelahiran / Fotokopi ljazah terakhir
5. Fotokopi PBB
6. Pas Photo Ayah (wali), Ibu (wali), dan pemohon sebanyak 3
lembar
2 Sistem, mekanisme,
3 Jangka waktu 6 Hari Kerja ("Setelah berkas diterima dengan persyaratan lengkap
pelayanan dan benar)
7 Biayaitarit Rp_ 0 (Gratis)
[3 Produk Pelayanan Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD)
6 Penanganan WA : 08117878511

Pengaduan, saran
dan

masukan/apresiasi

E-mail - pelumikb@gmail.com
1G : @kecamatanjakabaring

Camat Jakabaring

Drs. Rachmat Maulana
NIP. 197209021992011001




    Kecamatan Jakabaring

Kelurahan Sembilan-Sepuluh Ulu                  
[image: image50.jpg]JENIS PELAYANAN

Pemakaman

Standar Pelayanan
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point)

Nama Unit Pelayanan : PATEN
Nama Layanan : Pelayanan Legalisasi Permohonan Penerbitan Izin
Pemakaman dan Pengabuan Jenazah

Komponen Unsur
Pelayanan
Persyaratan 1. Surat Permohonan
Fotokopi KTP Ahli Waris
Rekomendasi DPJPP Kota Palembang
Surat Keterangan Laporan Kematian dari RT Setempat atau
Kelurahan setempat
Membayar retribusi sesuai blok tanah makam yang dikehendaki
dan ahli waris mendapat surat IPTM (lzin Penggunaan Tanah
M akam) yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun
6. Melampirkan Surat ljin yang lama (untuk yang diperpanjang)
Sistem, mekanisme,
dan prosedur

Jangka waktu 4 Han Kerja (*Setelah berkas diterima dengan persyaratan lengkap
pelayanan dan benar)

Biaya/tarif 1. Muslim Rp. 50.000,-
2. Non Muslim (Kristen, Budha, Hindu, Katholik) Rp. 100.000,
3. Perpanjangan Penggunaan Tanah Makam
- MuslimRp. 25.000,-
- Non Muslim Rp. 50.000,-

| 5. | Produk Pelayanan SK Izin Pemakaman dan Pengabuan Jenazah
W/

Penanganan /A - 08117878511
Pengaduan, saran E-mail : pelumikb@gmail.com
dan IG : @kecamatanjakabaring
masukan/apresiasi

Camat Jakabaring
ota Palembang
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Mobil Jenazah

Standar Pelayanan

Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point)

Nama Unit Pelayanan
Nama Layanan

: PATEN
: Pelayanan Peminjaman Mobil Jenazah

No Komponen Unsur Uraian
Pelayanan
A Persyaratan 1. Surat Pemohon Pribadi
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
3. Pengantar RT
2 Sistem, mekanisme, PEVINJAVEN
dan prosedur KANKR
2 FEMDHON 34 4 caveT NOBLJENAZAH
(SE.ESA)
3. Jangka waktu 1 Hari Kerja (*Setelah berkas diterima dengan persyaratan lengkap
pelayanan dan benar).
4. Biaya/tarif Rp. 0 (Gratis)
5. Produk Pelayanan Peminjaman Mobil Jenazah
6. Penanganan WA : 08117878511

Pengaduan, saran
dan
masukan/apresiasi

E-mail : pelumikb@gmail.com
I1G : @kecamatanjakabaring

Camat Jakabaring

. Rachmat Maulana
NIP. 197209021992011001





[image: image52.jpg]Standar Pelayanan

JENIS PELAYANAN .~ ——

Nama Unit Pelayanan PATEN
Nama Layanan Pelayanan Administrasi Surat Pernyataan Ahli Waris Dan
Surat Kuasa Waris

Wa ris Komponen Unsur

Pelayanan
Persyaratan Pengantar RT

Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat Kuasa Waris dari Lurah

Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan (KTP) seluruh ahli waris

Fotokopi Kartu Keluarga (KK) seluruh ahli waris

Fotokopi surat keterangan kematian

Fotokopi Dokumen lainnya (bila diperlukan)

. Fotokopi PBB

Sistem, mekanisme, )
dan prosedur FEGNFRN HNR > A HNIR N mReol
LR CMAT (EE)

Jangka waktu 6 Hari Kerja (*Setelah berkas diterima dengan persyaratan lengkap
pelayanan dan benar)
Rp.0 (Grati)
Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat Kuasa Waris
Penanganan WA : 08117878511
Pengaduan, saran E-mail : pelumikb@gmail.com
dan 1G : @kecamatanjakabaring
masukan/apresiasi

NONAWN =

Camat Jakabaring

s. Rachmat Maulana
NIP. 197209021992011001





Kelurahan Silaberanti                                                       Kelurahan Delapan Ulu
[image: image53.jpg]Standar Pelayanan

JENIS PELAYANAN

l. l' H W H Nama Unit Pelayanan  : SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
ega ISI r a rls Nama Layanan : Pelayanan Legalisir Berkas Waris dan Berkas
Kependudukan Lainnya

Komponen Unsur Uraian
Pelayanan
Persyaraan Kartu Keluarga (KK) dan Fotocopy

Sura Pernyataan Ahli Waris dan Fotocopy
Surat Kuasa Waris dan Fotocopy
Berkas Kependudukan lainnya asli dan Fotocopy

Sistem, mekanisme

dan prosedur LOKET PENOHON
PENERIMAAN CAMAT; (121N SELESAI)

Jangka Waktu 0 Hari Kerja (bias dikerjakan dalam internet yang lancer)
Pelayanan

Biaya atau tarif Gratis
Produk Pelayanan Fotocopy berkas yang sudah di legal

Penanganan WA : 08€286358320

Pengaduan, saran Email : kecamatanjkbrg@gmail.com
dan masukan /

apresiasi

Camat Jakabaring
“nta Palembang

Rachmat Maulana
P. 197209021992011001
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Salon Kecantikan

Standar Pelayanan

Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point)

Nama Unit Pelayanan : PATEN
Nama Layanan : Pelayanan Operasional Salon Kecantikan dan Pemangkas
Rambut
No Komponen Uraian
Unsur
Pelayanan
Persyaratan 1 Surat Permohonan
2. Foto 3 X 4 cm sebanyak 2 lembar
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
4. Melampirkan surat keterangan/sertifikat sebagai pekerja salon
kecantikan (khusus salon kecantikan)
5. Surat izin Operasional Salon Kecantikan/ Pemangkas Rambut Asli yang
lama
6. Pengantar RT dan Lurah
7. Fotocopy PBB
Sistem,
e
prosedur

Jangka Waktu
Pelayanan

KOORDINATOR

PEMOHON
(1ZIN SELESAI)

SEKRETARIS
MAT
cAmMAT

CETAK SK
LOKET
PENYERAHAN

6 Hari Kerja (setelah berkas diterima dengan persyaratan lengkap dan
benar)

Biaya atau tarif

Gratis

Produk
Pelayanan
Penanganan
Pengaduan,
saran dan
masukan /
apresiasi

SK Izin Salon Kecantikan dan SK1zin Operasional Pemangkas Rambut

WA : 088286358320
Email : kecamatanjkbrg@gmail.com

NIP. 197209021992011001





Kelurahan Limabelas Ulu                             Kelurahan Tuan Kentang
8. Motivasi Pimpinan
Pemimpin memiliki tugas dan tanggungjawab menjalankan organisasi yang dipimpinnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dalam modul Pelatihan Kepemimpinan Administrator telah diperkenalkan dengan materi Kepemimpinan Transformasional dan Kepemimpinan Pancasila.

Berdasarkan analisa Fishbone, pungutan liar terjadi salah satunya karena faktor "MAN" dimana hasil identifikasi menyebutkan ada 2 (dua) hal terkait "MAN" yaitu:
1. Kurangnya kesadaran sebagai Manusia Pancasila

2. Mental yang tidak pernah merasa cukup

Kurangnya kesadaran sebagai Manusia Pancasila dapat mengakibatkan oknum pegawai akan bertindak mengutamakan kepentingannya sendiri dan melupakan tujuan mulia selaku abdi negara dan abdi masyarakat.

Faktor mental yang tidak pernah merasa cukup juga menjadi salah satu penunjang yang akan membuat oknum tersebut selalu merasa kekurangan sehingga menjadikan setiap kesempatan sebagai peluang untuk mendapat uang lebih.

Motivasi Pimpinan dimaksudkan sebagai bentuk mengingatkan dari seorang pemimpin. Pendekatan dilakukan secara persuasif dimana himbauan diberikan dalam kesempatan Apel Pagi Mingguan Kecamatan setiap hari Senin.
Gambar 3.12. Motivasi Pimpinan

(Solusi Masalah Fishbone - MAN)
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9. Hotline Service
Tahapan Jangka Pendek berikutnya adalah membentuk layanan pengaduan. Layanan Pengaduan memanfaatkan media sosial dan nomor khusus yang dipegang oleh petugas khusus yang telah ditunjuk dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Camat.
Untuk memudahkan masyarakat, maka kerahasiaan dan data pelapor dijamin dan masyarakat dapat leluasa memanfaatkan media sosial kecamatan maupun milik Pemerintah Kota Palembang.

Layanan Pengaduan ini dilengkapi dengan Kotak Saran, Buku Register Pengaduan, dan Ruang Khusus Pengaduan.

Gambar 3.13. Hotline Service / Layanan Pengaduan

(Solusi Masalah Fishbone - METHOD)
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Ruang Khusus Pengaduan
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Buku Register Pengaduan Tertib Administrasi dan Tercatat

10. Pelaksanaan Jumat Berbagi
Program Jumat Berbagi merupakan Tahapan Kegiatan Jangka Menengah akan tetapi telah dapat dilakukan di Tahapan Jangka Pendek. Hal ini terwujud karena adanya dukungan penuh dan Mentor, Tim Efektif dan seluruh ASN Kecamatan Jakabaring.
Program Jumat Berbagi merupakan swadaya dari ASN dengan besaran yang tidak ditentukan yang dilakukan setiap hari Jumat, sebagian ditujukan kepada tenaga kebersihan, maupun masyarakat yang membutuhkan di Kantor Camat serta sebagian lagi diedarkan untuk dibagi ke masyarakat yang tidak mampu.

Gambar 3.14. Program Jumat Berbagi

(Solusi Masalah Fishbone - MAN)
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KOMITMEN TINDAK LANJUT AKSI PERUBAHAN
NOMOR : 800/282 /JKB/2024

AKS| PERUBAHAN GERAKAN AKSI STOP PUNGLI DI JAKABARING

Yang Bertandatangan Dibawah Ini :
1. Nama : Drs. Rachmat Maulana
NIP : 1972090219992011001
Jabatan : Camat Jakabaring

Selaku atasan langsung dari pegawai
2. Nama : Bambang adrianto, S.STP
NIP :198009211999121001
Jabatan : Sekretaris Camat

Sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan IV tahun 2024

Dengan ini menyatakan komitmen bersama untuk menindaklanjuti Aksi Perubahan yang
disusun oleh peserta PKA Angkatan IV tersebut di atas dan target dalam aksi perubahan
tersebut menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari Sasaran Kinerja Peserta yang
bersangkutan pada berikutnya.

Tujuan jangka pendek yang akan dicapai adalah :
1) Mewujudkan proses pelayanan cepat, mudah, transparan dan pasti melalui
Optimalisasi Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2) Mewujudkan Pelayanan Publik Terpadu Satu Pintu yang sesuai dengan Standar

Operasional Prosedur (SOP).
3) Tertatanya ruang Pelayanan Publik Terpadu Satu Pintu yang tertib dan nyaman.
4) Mewujudkan Pelayanan Publik yang bersih, bebas dari pungutan liar.

Tujuan jangka panjang yang akan didapat adalah :
1) Penambahan anggaran pengembangan Aplikasi Sistem Pelayanan Terpadu satu

Pintu melalui APBD Kota Palembang.
2) Upaya pengembangan Aplikasi Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar dapat
diakses secara online oleh pihak eksternal.

Demikian kiranya agar Aksi Perubahan Gerakan Aksi Stop Pungli di Jakabaring melalui
Operasional Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat berjalan secara maksimal.

B Palembang, 01,Oktober 2024
-\'cg\mauakabaring Pesefta Diklat|

A=

‘Q’“Dvs achimat Maulana Bambang Adrianto, S.STP
an NIP ,9:/20902199201 1001 NIP.198009211999121001
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Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. A. DAMENTA, Mag.rer.publ, CGCAE
Jabatan + Pj. Wali Kota Palembang
Memberikan dukungan kepada :

Nama : Bambang Adrianto, S.STP.

NIP : 198009211999121001

Pangkat / Gol. : Pembina /IV.a

Jabatan : Sekretaris Camat Jakabaring Kota Palembang

Untuk melaksanakan kegiatan Aksi Perubahan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator
(PKA) Angkatan IV Tahun 2024 Provinsi Sumatera Selatan dengan judul “Gerakan Aksi Stop
Pungli di Jakabaring (GAS PIJAR) Melalui Optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu".
Semoga bermanfaat dan berkontribusi bagi pembangunan Kota Palembang yang berkelanjutan

Demikian Surat Dukungan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palembang,  Agustus 2024





Tabel 3.1. Rekapitulasi Keterkaitan Sasaran Kegiatan berdasarkan Analisa Fishbone dengan  Milestone Aksi Perubahan
	No
	FAKTOR
	KETERANGAN
	Tahapan Kegiatan

	1
	MAN
	1. Memberikan arahan, pendekatan dan strategi komunikasi efektif kepada seluruh pegawai baik ASN dan Non ASND;
2. Memberikan contoh, dan model kepemimpinan yang baik
3. Mengadakan program pengajian rutin setiap jumat untuk memberikan edukasi rohani kepada seluruh pegawai kecamatan;

4. Menggalakkan donasi Jumat Berbagi, agar seluruh pegawai dapat kembali merasakan kepedulian terhadap sesama
	ii. Motivasi Pimpinan
iii. Program Jumat Berbagi

	2
	MATERIAL
	1. Memberikan pengertian kepada masyarakat agar mengurus administrasi jauh hari melalui kesempatan pertemuan dengan masyarakat; 
2. Sosialisasi Pelayanan Satu Pintu kepada masyarakat;
	1. Sosialisasi ke Rt/Rw

	3
	METHOD
	3. Evaluasi “Man on the Right Place” yaitu pemilihan dan penempatan personel pegawai yang dinilai baik untuk duduk di meja pelayanan;

4. Membentuk layanan aduan hotline, tujuannya agar masyarakat dapat memberikan evaluasi serta adanya timbal-balik (feedback) dari masyarakat;

5. Berkoordinasi dengan OPD terkait untuk pelayanan berbasis online
	1. Evaluasi SOP
2. Hotline Service (Layanan Aduan) 

	4
	ENVIRONMENT
	1. Optimalisasi pelaksanaan Pelayanan Satu Pintu untuk mengurangi celah pertemuan masyarakat dengan petugas kecamatan dan kelurahan;

2. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat melalui Reward and Punishment dimana pegawai yang ketahuan melakukan pungli akan diberi sanksi tegas dan pegawai yang memiliki prestasi dan kinerja baik akan diberi penghargaan yang sesuai.
	1. SK Reward and Punishment

2. Pengembangan Paten - Google Form
3. Pengembangan Paten - Aplikasi Si Demang


B. Manfaat Aksi Perubahan

Manfaat Aksi Perubahan bagi Stakeholders adalah sebagai berikut:

a. Manfaat bagi Stakeholders internal

· Memudahkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi;

· Peningkatan kinerja organisasi Kecamatan;
· Terciptanya budaya kerja yang berorientasi core value ASN Ber-Akhlak
b. Manfaat bagi Stakeholders eksternal
· Percepatan pelayanan administrasi terhadap masyarakat;
· Adanya kepastian waktu dan biaya dalam pelayanan;
· Meningkatnya kepuasan dan kepercayaan publik terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Jakabaring. 

Tabel 3.2. Estimasi Penghematan Biaya 
	No
	Aspek
	Estimasi Potensi Penghematan / Efisiensi (Per Tahun)
	KETERANGAN

	1
	Pengurangan Biaya Transportasi (PP)
	Rp. 30.000-50.000,-
	Efisiensi biaya transportasi apabila dilakukan secara online dimana masyarakat tidak perlu harus bolak-balik ke kantor Camat

	2
	Pengurangan Biaya Administrasi
	Rp. 50.000  - 100.000,-
	Pelayanan secara gratis

	3
	Penghematan Waktu 
	Taksiran
	Kepastian waktu pelayanan

	Jumlah
	Rp. 150.000.,-
	Individu


C. Impelementasi Pengembangan Kompetensi Aksi Perubahan
Kompetensi kepemimpinan adalah keterampilan dan perilaku kepemimpinan yang berkontribusi pada kinerja yang unggul. Dengan menggunakan pendekatan berbasis kompetensi untuk kepemimpinan, organisasi dapat mengidentifikasi dan mengembangkan generasi pemimpin mereka dengan lebih baik
Implementasi Aksi Perubahan bertujuan menetapkan dan menguji kapasitas kepemimpinan peserta diklat dalam mengeksekusi rancangan aksi perubahan dalam jangka pendek selama 60 Hari. Dalam implementasi pengembangan kompetensi pada aksi perubahan ini, penulis selaku project leader berusaha untuk menjalankan tiga jenis kompetensi kepemimpinan diantaranya adalah:

1. Kompetensi Teknis mencakup antara lain analisis kebijakan, pengembangan inovasi, komunikasi efektif, kolaborasi, danpengembangan kerjasama, jaminan kualitas, pengelolaan konflik, penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi.

2. Kompetensi Manajerial mencakup antara lain kepemimpinan, berpikir strategis dan visioner, pelayanan prima, pengambilan keputusan, memimpin dan mengelola perubahan, manajemen kinerja, pemberdayaan staf dan masyarakat, pengembangan organisasi.

3. Kompetensi Sosio Kultural lebih kepada sikap, perilaku, integritas, loyalitas, manajemen diri, dan sebagainya yang memang tidak tampak tapi memang harus diolah dan dipoles dan kemudian dilatih misalkan keteladanan.

Pencapaian Kompetensi Melalui Jalur Pelatihan Kepemimpinan Membentuk Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang terfokus kepada Kepemimpinan Kinerja. Peran Project Leader terhadap Tim Efektif dapat menjadi pemimpin yang diharapkan bahwa personil yang terlibat sebagai tim efektif dapat berperan sebagai fasilitator untuk mengimplementasikan output inovasi di seluruh unit kerja sesuai dengan target jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang aksi perubahan ini. Aksi Perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Adminitrasi bertujuan untuk menunjukkan Kompetensi Kepemimpinan Peserta mengelola perubahan dalam bentuk inovasi yang bertujuan meningkatkan kualitas kinerja pelayanan publik.

Peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan aksi perubahan kinerja pelayanan publik dan melaksanakan setiap tahapan rancangan aksi perubahan dengan baik, sehingga terbentuk karakter sebagai pemimpin agen perubahan pengendali kegiatan pelayanan publik pada jabatan administrator.

BAB IV

KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN
Project Based Learning merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memberikan kesempatan peserta pelatihan untuk memiliki kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan (knowledge and skills) melalui proses penyelesaian tugas yang didasarkan pada permasalahan dan tantangan yang ada pada kondisi riil yang dihadapi peserta. Project Based Learning pada aksi perubahan pelatihan kepemimpinan administrator merupakan pembelajaran individu dan kolektif dalam suatu organisasi berbasis pada pelaksanaan perubahan untuk mengembangkan perbaikan pelayanan publik yang mendukung pencapaian misi organisasi. Demi menyukseskan aksi perubahan yang dilakukan, peserta akan mengambil mata pelatihan pilihan yang akan membekali peserta dengan kemampuan kepemimpinan dalam mengelola aksi perubahan. Dalam kegiatan aksi perubahan diharapkan peserta akan dapat menerapkan kepemimpinan dalam pelayanan publik. Mata pelatihan pilihan diperoleh peserta dari narasumber melalui metode pembelajaran menggunakan modul, diskusi, studi kasus, materi presentasi dan video yang kemudian dapat dipergunakan oleh peserta dalam perancangan dan pelaksanaan aksi perubahan.

Implementasi aksi perubahan dengan judul Gerakan Aksi Stop Pungli Jakabaring (Gas Pijar) Melalui Optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk mendukung kinerja organisasi Kecamatan Jakabaring. Dalam pelaksanaan aksi perubahan ini memuat dan mengadopsi beberapa mata pelatihan kepemimpinan administrator yang dipelajari selama pelatihan. Berikut mata pelatihan pilihan yang diadopsi dalam implementasi aksi perubahan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan Dengan Aksi Perubahan
	No
	Judul

Aksi Perubahan
	Mata

Pelatihan
	Jalur Pembelajaran
	Hubungan Dengan Aksi Perubahan
	Sumber Pembelajaran

	1
	Gerakan Aksi Stop Pungli Jakabaring (Gas Pijar) Melalui Optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kecamatan Jakabaring Kota Palembang
	Pengawasan Berbasis Risiko
	Melalui proses :

1. Mengidentifikasi resiko
2. Mengelola resiko
	Mengidentifikasi risiko dari kegiatan yang diimplementasikan

dan dikelola untuk target penyelesaian rencana
	Modul, 

Bahan dari internet. 

	2
	
	Manajemen Pemerintahan
	Kompetensi Manajerial, meliputi:
1. Melakukan Transfer Pengetahuan Inovasi, Dalam hal ini dibutuhkan adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik. 
2. Melakukan Peningkatan Kapasitas, yakni: kapasitas organisasi, kapasitas individu dan sistem. Hal ini perlu dilakukan secara sistematis dan terprogram.
3. Membangun Jejaring Inovasi Pelayanan Publik,
4. Membangun Kelembagaan dan Keberlanjutan Inovasi di lingkungan pemerintahan daerah. 


	1. Mengimplementasikan aksi perubahan dalam Gerakan Aksi Stop Pungli Jakbaring

2. Efektif dan efisien dalam pelayanan administrasi 
3. Meningkatkan kompetensi manajerial ASN

4. Mewujudkan pelayanan yang bersih dan bebas pungli di Kecamatan

	Modul, 

Bahan dari internet.

	3
	
	Hak Asasi Manusia
	Melalui proses :

1. Pemahaman mengenai hak dasar masyarakat

2. Transformasi pelayanan yang humanis
	Mengimplementasikan dasar dasar hak asasi manusia seperti hak kebebasan, hak kesetaraan, hak keadilan dan hak kesejahteraan dan hak atas partisipasi Project Leader juga tentang mekanisme perlindungan HAM
	Modul, Bahan dari internet. 


Selain mata pelatihan pilihan yang diuraikan dalam tabel di atas, beberapa mata pelatihan juga yang terkait dalam implementasi Aksi Perubahan yaitu materi kepemimpinan Pancasila dan Bela Negara, Teknik Komunikasi Publik, Standar Kinerja Pelayanan, Manajemen Perubahan Sektor Pelayanan Publik, Digital Organisasi, Manajemen Risiko dan Jejaring Kerja. Secara umum semua mata pelatihan Kepemimpinan Administrator yang didapatkan sangat bermanfaat dan dapat diadopsi dalam pelaksanaan implementasi aksi perubahan.

Selain diperoleh dari pembelajaran melalui Pelatihan Kepemimpinan Administrator, terdapat pula program pelatihan ASN Berpijar yang merupakan pelatihan berbentuk pelatihan online, dengan berbagai topik yang disediakan, yang relevan dan praktis sehingga program ini akan membantu Aparatur Sipil Negara dalam mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk meraih kesuksesan dalam karir pemerintahan. Penulis telah mengikuti beberapa program pelatihan ASN Berpijar secara online antara lain :

1. Pelatihan Kepemimpinan Administrator - Berpikir Kritis;

2. Pelatihan Struktural Kepemimpinan - Keterampilan Digital;

3. Pelatihan Struktural Kepemimpinan - Resiliensi Diri;

4. Core Values ASN Berakhlak;

5. Membina Kerjasama Tim;

6. Strategi Meningkatkan Motivasi dan Produktivitas dalam Dunia Kerja.

BAB V

DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN
Diseminasi adalah penyebarluasan ide/gagasan penulis kepada Stakeholders. Diseminasi aksi perubahan bertujuan menunjukkan aksi perubahan yang sedang atau telah dilakukan untuk mendapatkan respons dari Stakeholders. Secara etimologi, diseminasi adalah kegiatan penyebaran informasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar memperoleh informasi, menerima, dan akhirnya dapat mengubah perilaku sasaran. Perubahan yang diharapkan dari diseminasi adalah akan terjadi pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selain itu, diseminasi juga bisa disebut sebagai proses penyebaran inovasi yang direncanakan, dikelola, dan diarahkan. Dengan adanya kegiatan diseminasi diharapkan mampu saling bertukar informasi, yang akhirnya menciptakan inovasi.

1. Penerapan strategi komunikasi

1. Metode Diseminasi

Diseminasi ini menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa (Andragogy). Dalam penerapan pendekatan andragogy perlu dipahami hal-hal sebagai berikut: 

a. Narasumber berperan sebagai fasilitator. ;

b. Peserta dilibatkan dalam proses belajar mengajar melalui komunikasi dua arah, sehingga memberi kesempatan kepada peserta untuk menyumbangkan pikiran dan pengalamannya serta menunjukkan kemampuan menganalisis masalah;

c. Kekayaan pengalaman peserta merupakan potensi positif untuk sumber kegiatan belajar mengajar yang berorientasi pada masalah-masalah aktual yang dihadapi peserta. 
Berdasarkan pendekatan tersebut, maka metode yang digunakan dalam proses pembelajaran ini antara lain: 

a. Ceramah, yang dikombinasikan dengan tanya jawab, diskusi dan latihan; 

b. Simulasi; 

c. Problem Solving; 

d. Brainstorming; 

2. Media Diseminasi

Media pembelajaran dalam optimalisasi aksi perubahan, antara lain: 

a. Materi; 

b. Bahan Tayang; X-Banner
c. Media Sosial; Akun Instagram Kecamatan
3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan aksi perubahan antara lain:

a. Sarana: Meja, kursi, sound system; 

b. Prasarana: Ruang Rapat Kantor Camat, Kantor Lurah serta balai pertemuan masyarakat.

Gambar 5.1. Tampilan Diseminasi Aksi Perubahan melalui Media Sosial
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2. Keberhasilan mendapatkan dukungan adopsi/replikasi aksi perubahan

Dari komunikasi dan pendekatan yang dilakukan terhadap Stakeholders. Hal ini bisa dilihat dari dukungan yang diperoleh oleh Project Leader peroleh dari Stakeholders
Gambar 5.2. Surat Dukungan Walikota Palembang
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B. Pelayanan Non Perizinan

.1. Surat Pernyataan Waris dan Surat Kuasa Waris
2. Surat Peminjaman Mobil Jenazah

3. Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD)

4. Surat Dispensasi Nikah

5. Surat Keterangan Umum

6. Surat Keterangan Domisili Usaha
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T, PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
e SEKRETARIAT DAERAH
E Jalan Merdeka No. 1 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0711) 352695, 312577 Faksimile : (0711) 372384 Kode pos 30131
Email : Info@palembang.go.id, Website : www.palembang.go.id

SURAT DUKUNGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Allan Gunery, SSTP, MH
Jabatan : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Palembang

Memberikan dukungan kepada :

Nama : Bambang Adrianto, S.STP.

NIP : 198009211999121001

Pangkat / Gol. : Pembina/IV.a

Jabatan : Sekretaris Camat Jakabaring Kota Palembang

Untuk melaksanakan kegiatan Aksi Perubahan Peserta Pelatihan Kepemimpinan
Administrator (PKA) Angkatan IV Tahun 2024 Provinsi Sumatera Selatan dengan
judul “Gerakan Aksi Stop Pungli di Jakabaring (GAS PIJAR) Melalui
Optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu”. Semoga bermanfaat dan
berkontribusi bagi pembangunan Kota Palembang yang berkelanjutan.

Demikian Surat Dukungan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palembang,  September 2024

Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Setda Kota Palembang

Allan Gunery, SSTP, MH

Pembina / IVa
NIP. 198403232002121001



Gambar 5.3. Surat Dukungan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Palembang



BAB VI
KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN
Keberlanjutan aksi perubahan ini merupakan aspek penting dalam mencapai hasil yang berkelanjutan dan jangka panjang. Keberlanjutan ini akan membantu menciptakan perbaikan kinerja organisasi serta budaya pelayanan yang unggul di dalam melayani masyarakat. Berikut adalah beberapa langkah penting untuk menjaga keberlanjutan aksi perubahan tersebut:

1. Komitmen dari Pemimpin dan Tim Terkait

Penting bagi pemimpin dan anggota tim terkait untuk tetap berkomitmen terhadap perubahan yang telah diimplementasikan. Dukungan dari pimpinan sangat penting untuk menjaga keberlanjutan aksi perubahan, memastikan pimpinan mendukung perubahan ini secara aktif dan siap untuk memberikan sumber daya yang diperlukan.

2. Evaluasi dan Peningkatan Berkelanjutan.

Melakukan evaluasi rutin untuk mengukur efektivitas perubahan dan hasil yang telah dicapai. Mengidentifikasi area yang masih perlu perbaikan dan terus meningkatkan proses penanganan keluhan pelanggan berdasarkan temuan evaluasi tersebut.

3. Keterlibatan Pegawai.

Selain pemimpin, pegawai juga merupakan faktor penting untuk mencapai keberlanjutan aksi perubahan. Melibatkan pegawai dalam perbaikan proses, memberikan pengembangan kompetensi dan dukungan yang diperlukan agar mereka memiliki tanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat. 

4. Komunikasi Terbuka dan Transparan.

Menjaga komunikasi secara terbuka dan transparan dengan seluruh anggota tim dan pegawai mengenai kemajuan, hasil, dan tantangan yang dihadapi dalam penanganan keluhan pelanggan. Melalui komunikasi yang baik, pegawai akan merasa lebih terlibat dan memahami pentingnya perubahan ini.

5. Pemberian Reward and Punishment
Memberikan reward dan punishment kepada pegawai sebagai bentuk kompensasi, sehingga menjaga kepuasan terhadap layanan yang diterima.

6. Pemanfaatan teknologi informasi.

Tersedianya ketermanfaatan media sosial serta kemajuan teknologi sebagai upaya optimalisasi pelayanan terpadu satu pintu di Kecamatan Jakabaring.

Gambar 6.1. Pernyataan Komitmen Keberlanjutan Aksi Perubahan dari Mentor 


BAB VII
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI
Potensi diri adalah kemampuan individu yang masih tersimpan dan belum digunakan dengan maksimal. Potensi diri dapat berkembang melalui bakat atau pun usaha belajar dan kerja keras sehingga potensi dapat ditunjukkan melalui aksi. Setiap individu memiliki potensi diri. Namun, tidak semuanya dapat menggunakan potensi diri dengan baik. Potensi diri dapat digunakan dengan baik ketika individu mampu mengembangkan potensi dirinya. Pengembangan potensi diri bertujuan agar peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator mengenali sikap perilaku kepemimpinan yang dimiliki dan kebutuhan pengembangan potensi yang dimiliki. Proses awal telah dilakukan project leader yaitu menyusun formulir assesment pemetaan sikap perilaku kepemimpinan secara mandiri meliputi aspek integritas, kerjasama dan pengelolaan perubahan. Selanjutnya Mentor melakukan penilaian sikap perilaku project leader dan dilanjutkan dengan komunikasi peserta dan Mentor untuk penilaian sikap perilaku.

Tabel 7.1. Strategi Pengembangan Diri Dalam Aksi Perubahan
	NO
	Komponen / Sub Komponen
	Kegiatan Pengembangan Potensi Diri untuk Mendukung Pelaksanaan Aksi Perubahan
	Kegiatan / Tahapan  Aksi Perubahan
	Waktu Pelaksanaan
	Hasil

	
	
	
	
	Rencana
	Realisasi
	

	1
	Integritas
a. Pengambilan keputusan dilematis
	· Tugas selaku project leader dalam mengambil keputusan menyusun aksi perubahan dan memastikan anggota tim menjalankan sesuai aturan dan mematuhi tahapan kegiatan
	· Membentuk tim efektif
· Melaksanakan rapat dengan tim efektif
	· Minggu II Agustus 2024
	· Minggu II Agustus       2024
	Sesuai

	2
	Kerjasama

a. Kerjasama Internal
	· Tugas selaku project leader dalam menyusun aksi perubahan
· Melakukan teknik komunikasi dan Kerjasama yang baik dengan Stakeholders internal
	· Melakukan rapat koordinasi dengan Stakeholders
· Evaluasi SOP Pelayanan Terpadu

	· Minggu IV Agustus 2024
· Minggu I Agustus 2024
	· Minggu IV Agustus 2024
· Minggu II Agustus 2024

	Sesuai
Lebih lambat 

	3
	Mengelola Perubahan

a. Pengembangan orang lain
	· Meningkatkan kualitas bekerja dengan mengikuti pelatihan dan juga meningkatkan profesionalisme diri dan anggota tim


	- Sosialisasi aksi perubahan
	· Minggu I September2024
	· Minggu I September 2024
	Sesuai



BAB VIII
PENUTUP
A. KESIMPULAN

Dalam aksi perubahan jejaring kerja dengan penerapan Gerakan Aksi Stop Pungli Jakabaring (Gas Pijar) Melalui Optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Keberhasilan Aksi Perubahan ini sangat ditentukan dan dibutuhkan komitmen dari segenap komponen Stakeholders;
2. Gerakan Aksi Stop Pungli Jakabaring merupakan komitmen organisasi yang membutuhkan proses panjang terutama di dalam mengubah budaya dan kultur yang telah terbentuk;
B. REKOMENDASI
1. Penerapan Gerakan Aksi Stop Pungli Jakabaring (Gas Pijar) Melalui Optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kecamatan Jakabaring Kota Palembang harus dilaksanakan secara maksimal agar dapat membantu masyarakat;

2. Gerakan Aksi Stop Pungli Jakabaring (Gas Pijar) Melalui Optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang harus memperhatikan kebutuhan masyarakat  sehingga kesan untuk memperoleh pelayanan sangatlah mudah dan tidak berbelit;
3. Pada saat tahap pengembangan diharapkan tersedia penganggaran khusus terkait inovasi ini, berupa layanan aplikasi teknologi sehingga dapat mendapatkan kepuasan masyarakat atas dokumen administrasi yang diterbikan secara maksimal dan optimal.
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